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INTISARI 
ROSTINA, Nomor Pokok E12113505, Program Studi Ilmu Pemerintahan, 
Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun Skripsi dengan judul: 
“Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Desa 
Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015”, di 
bawah bimbingan Dr. Hj. Nurlinah, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. 
Jayadi Nas, M.Si sebagai pembimbbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiaman penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone, Mulai dari tahapan 
persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara, dari tahapan dijadikan 
penulis sebagai tolak ukur sebagaimana proses yang berlangsung selama 
pemilihan, serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam 
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 
suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam 
kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat 
ditarik kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami. 
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Bone berjalan 
sesuai dengan prosedur tetapi perlu lebih teliti lagi dalam melakukan 
pemeriksaan terhadap persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan 
klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. Sementara 
tingkat partisipasi Pemilihan Kepala Desa secara menyeluruh diseluruh 
wilayah Kabupaten Bone juga sangat Besar terkhusus di Desa Benteng 
Telllue Kecamatan Amali. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Bone khususnya di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali penulis anggap 
telah berjalan demokratis. Adapun faktor pendukung pelaksanaan pemilihan 
yaitu, tingginya tingkat partisipasi masyarakat, Besarnya peran pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan pilkades, kemudian faktor penghambat 
pelaksanaan pemilihan yaitu anggaran yang masih kurang, Undang-Undang 
yang perlu diperbaiki, Sumber Daya Manusia Masih terbatas, dan proses 
penyelenggaraan yang sentralistik. 
Kata kunci: Penyelenggaraan, Pemilihan, Pemilihan Kepala Desa 
Serentak 
 
 
xv 
 
ABSTRACT 
Rostina, E12113505, Governance Studies Program, Department of 
Political Science and Government Science, Faculty of Social and 
Political Sciences, Hasanuddin University. Develop Thesis entitled: 
"Analysis of the Operation of the Village Head Election In Desa Benteng 
Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone 2015", under the guidance of 
Dr. Hj. Nurlinah, M.Si as first consultant and Dr. JayadiNas, M.Si as 
second consultant. 
 
This research was aim to find out How the Elections of Village head 
simultaneously in Bone regency, from the first stage of preparation, the 
nomination to a vote, based on those the researcher reference the stage 
process during the elections, and the factors which  supported and 
interference  the Village Head Election in Bone. 
 
The researcher applied qualitative descriptive method,  the method was  
analyzed based on interviews, observation and documentation. The data 
organizing into categories, synthesize, selected based on the substantial to 
learn and  Then the researcher can get the conclusion and this research 
easily to understand. 
 
The result of this research showed the implementation of the Village Head 
Election simultaneously in Bone implemented by the procedure and the 
requirements of candidates needs to be investigation that involved verification 
and clarification of administrative completeness and validity of the 
nomination. While the participation of the Village Head Election as a whole 
the territory of the District of Bone also very particularly in Desa Benteng 
Telllue Kecamatan Amali, the competition among the candidates running well 
and safely.  So that the implementation of the Village Head Election in Bone , 
especially in Benteng Tellue Kecamatan Amali the researcher consider the 
election was democratically. The supported factors of the election, namely, 
the high participation of the society, the role of local governments during the 
elections .in another case the barriers of the election was the lack of budget, 
the constitution need to be repaired, fewer of human resource, and the 
process of organizing a centralized. 
Keywords: Implementation,Elections, Elections of Village Head 
Simultaneously 
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Demokrasi telah menjadi pilihan bangsa Indonesia sejak proklamasi
kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila yang merupakan Ideologi
bangsa Indonesia mengharuskan negara kita memilihnya. Dalam Sila
Keempat Pancasila yang berbunyi “ kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi dasar
pengakuan kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip dasar demokrasi.
Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi konstitusional, hal ini
ditandai dengan kekuasaan pemerintah dibatasi dalam suatu konstitusi.1
Pembatasan kekuasaan pemerintah ini tercantum dalam konstitusi negara
Indonesia di dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 amandemen
ketiga, yaitu “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Pembatasan kekuasaan ini pada dasarnya bertujuan agar pemerintah
tidak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Hal ini sejalan dengan
pendapat ahli sejarah Inggris Lord Acton yang mengatakan bahwa “manusia
yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan
1 Miriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar ilmu Poltik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halm. 106-108
2itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan
menyalahgunakannya secara tak terbatas pula".2
Tuntutan dari reformasi yang berujung desentralisasi ini sebenarnya
membawa judul besar perubahan yaitu demokratisasi, dimana demokratisasi
yang dipahami dalam skala nasional digiring masuk ke pemerintahan daerah
dengan harapan pembangunan demokratis merata diseluruh Indonesia, baik
dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan perpolitikan nasional.
Perubahan dalam tata kelola politik pemerintahan diantaranya adalah sistem
kepartaian, sistem pemilihan umum, dan hubungan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Ketiga komponen ini memiliki pengaruh serius
terhadap kehidupan politik pada level desa. Konsekuensinya, frekuensi
penduduk desa mngikuti pemilihan umum semakin tinggi.
Dalam kurun waktu lima tahun, paling tidak mereka akan mengikuti
empat pemilu yakni: pemilu Presiden/wakil presiden, pemilu anggota
DPR/DPD/DPRD, pemilu gubernur/wakil gubernur, pemilu bupati/wakil bupati
dan/atau walikota/wakil walikota, serta oemilihan kepala desa (pilkades).
Maka dari itu, tatkala reformasi merubah hubungan pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah melalui kebijakan desentarlisasi yang diaplikasikan sejak
1999, jarak proses pembuatan keputusan politiksemakin pendek dan
pemerintah daerah semakin memiliki ruang manuver lebih besar untuk
mempercepat pembangunan daerah. Hal ini berujung pada pengambilan
2 Ibid., 107
3keputusan politik yang lebih demokratis karena rakyat sudah merasa dekat
dengan pemimpinnya.
Walaupun demokrasi menjadi pilihan para pendiri bangsa,
perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut.
Selama 71 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami
hambatan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik yang mengancam
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Nilai demokrasi pernah
disingkirkan sebelum kembali menjadi satu arus utama di era reformasi.
Setelah pemerintahan Orde Baru ditumbangkan pada bulan Mei 1998,
bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk kembali ke demokrasi.
Komitmen bangsa Indonesia ditunjukkan melalui banyaknya perubahan yang
mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses
pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan
yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat
tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Setiap kebijakan
pemerintah merupakan cerminan atau repsentatif kepentingan rakyat.3
Mennurut Robert Dahl sebagaimana yang dikutip Mas’oed bahwa:
“sebuah Negara menjadi demokratis ketika pemilihan umum telah
dilaksanakan, hak pilih universal diberikan, didukung oleh kebebasan
berserikat, berkumpul dan menyuarakan aspirasi di muka umum. Pendek
kata bagi Dahl, demokrasi adalah tatanan politik yang sangat liberal dan
aspiratif yang memungkinkan semua orang masuk dalam kempetisi dan
3 Muslim Mufti, Didah Durrotun, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal.30.
4kontestasi. Karena itu wajar apabila demokrasi kita tidak begitu peka dengan
masalah pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara sebagai syarat bagi
kesejahteraan unversal.”4
Salah satu perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan
Indonesia dari era orde baru ke era reformasi adalah lahirnya UU Nomor 6
Tahun 20014 tentang desa. Salah satu yang diatur dalam UU Nomor 6
adalah tentang pemilihan kepala desa.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui
dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No.6 tahun
2014 tentang Desa. Maka Desa berhak menyelenggarakaan urusan
pemerintahan dan membentuk pemerintahan yang sesuai dengan pedoman
pelaksanaan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi
ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan
memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab
dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilhan kepala
4 Mas’oed Mohtar, Negara, Kapital dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 hal. 3
5desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah
kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses
demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai tuntutan
undang-undang No.6 Tahun 2014 bahwa pemilihan harus dilaksanakan
secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Bukan hal yang mudah
tentunya bagi Kabupaten karena tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi
juga sebagai pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalm
undang-undang desa Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2).
1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di
seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota5
Untuk melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya
pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil
dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah
mempunyai hak pilih. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak,
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 31
6pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan,
pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
Penyelenggara pemilihan kepala desa serentak harus independen
dalam segala tindakannya agar penyelenggaraan pemilihan kepala desa
serentak berjalan bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
Instansi maupun individu yang melakukan pengawasan pemilihan kepala
desa serentak juga harus mampu melakukan pengawasan  yang dapat
dipercaya sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak
berjalan sesuai dengan aturan. Pemerintah daerah harus mampu mendukung
penyelenggara pemilihan kepala desa serentak dan bersifat netral sehingga
pemilihan kepala desa serentak dapat berjalan efektif dan tidak adanya
pemanfaatan birokrasi maupun fasilitas negara untuk mendukung calon
tertentu yang dapat mengurangi hakikat dari demokrasi. Dan masyarakat
juga harus mampu berpikir rasional dalam memilih, sehingga terpilih
pemimpin yang berkualitas.
Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bone
Tahun 2015 jilid I dilaksanakan di 328 Desa, ada 117 desa di 24 Kecamatan
digelar pemilihan kepala desa serentak yang dilaksanakan pada 14
November 2015 lalu. Ratusan desa yang menggelar pemilihan kepala desa
tersebut merupakan daerah yang masa jabatan kepala desanya berakhir
sebelum  14 November 2015. Tidak ada terjadi konflik, tetapi dalam proses
7perjalanannya terdapat berbagai permasalahan dan pelanggaran yang
mewarnainya yang mengurangi nilai-nilai demokrasi yang bertujuan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat.
Menurut Ketua Bawaslu Pusat Prof.Dr.Muhammad, S.IP,M.SI dalam
penyampaiannya pada ceramah umum seminar sinegritas pemerintah daerah
dan pusat di Kabupaten Bone, beliau mengatakan : “pertama kalinya di
Indonesia pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak untuk itu
Bone patut menjadi contoh perhelatan demokrasi Indonesia”.6
Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Bone
sebagai Kabupaten yang memiliki desa terbanyak di Sulawesi Selatan
(Sulsel) yang melaksanakan Pilkades serentak, apalagi ditambah belum
banyak Kabupaten yang melaksanakan tuntutan baru Undang-undang nomor
6 Tentang Desa dimana kabupaten harus melaksanakan Pilkades serentak
diseluruh wiyaha Kabupaten. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten
Bone berada di posisi kedua dalam hal jumlah penduduk di setelah kota
Makassar yaitu sekitar 738.515 jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 200.000 jiwa
yang terdaftar sebagai wajib pilih, dengan jumlah calon kepala desa 556
orang.
6Bupati Bone silaturahmi bersama calon Kades terpilih, Bone.go.id
http://bone.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=880:bupati-bone-silaturahmi-
bersama-calon-kades-terpilih&catid=55:berita&Itemid=225 diakses 15 November 2015 pukul 15.30.
Wita.
8Dilihat dari jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan cukup
banyak, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan pemilihan
yang demokratis. Pemerintah Kabupaten harus mampu memprediksikan dan
memberikan solusi akan masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam
proses pemilihan mulai dari tahapan awal hingga akhir. Masalah itu bisa saja
berupa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan, kurang
meratanya pengetahuan tentang aturan hukum dan terjadinya kecurangan
diluar dari aturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dan didukung oleh berbagai fakta
dilapangan, Pemilihan Kepala Desa serentak yang berlangsung di Kabupaten
Bone dihadapkan pada berbagai fenomena, seperti aturan hukum yang
belum mampu menjawab persoalan pemilihan, dan adanya gugatan
masyarakat ataupun calon tentang ketidakpuasan hasil pemilihan. Ditemukan
beberapa Kepala Desa terpilih menggunakan Ijazah palsu, salah satunya
kepala desa Benteng Tellue yang terpilih menggunakan Ijazah palsu dan
yang melaporkan hal tersebut adalah calon kepala desa yang gagal, kasus ini
telah ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan telah dilakukan pemeriksaan
oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan
pemilihan masih memiliki kekurangan dan menyalai aturan yang terdapat
pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal ini tidak serta
merta bersumber dari masyarakat yang tidak mau menerima hasil pemilihan,
9tetapi bisa saja kelemahan itu muncul dari panitia pelaksana pemilihan yang
keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu
perbuatan yang menyalai aturan yang ada dan menyalai asas-asas pemilihan
umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dari uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa Pilkades di
Kabupaten Bone menarik untuk diteliti lebih mendalam, tentang sejauh mana
proses demokrasi yang berlangsung selama pelaksanaan pemilihan, dimana
peran pemerintah daerah selaku poenyelenggara sekaligus pengawas serta
tingkat partisipasi dalam hal keterlibatan masyarakat sebagai pemilih dan
mengawasi jalannya pemilihan. Berdasarkan berbagai fenomena tersebut,
dan memperhatikan pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak
yang demokratis, maka penulis memberikan judul pada penelitian ini
“Analisis Penyelengaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa
Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015”
1.2. Rumusan Masalah
Pemilihan Umum sebagai alat kedaulatan rakyat dalam menghasilkan
keputusan politik yang demokratis dituntut untuk mampu melakukan
penjaringan dalam melahirkan pemimpin yang amanah dan peka terhadap
kondisi masyarakat. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah kabupaten
dan pemerintah desa sebagai penyelenggara Pilkades serta partisipasi
masyarakat sebagai pemilih dalam mengawal hajatan demokrasi ini,
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sehingga nantinya tercipta pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia
serta jujur dan adil. Dalam konteks ini, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
serentak yang telah berlangsung di Kabupaten Bone dapat dijadikan sebagai
sarana dalam mengukur demokrasi ditingkat desa.
Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan diteliti
dalam penelitian ini mencoba menggambarkan pelaksanaan pemilihan
kepala desa serentak di Kabupaten Bone. Adapun pertanyaan penelitian
yang penulis ajukan adalah:
1. Bagaimana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa
Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung
penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak di Desa Benteng
Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa serentak di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali
Kabupaten Bone Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang menghambat
dan mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak di
Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bone Tahun 2015.
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1.4. Manfaat Penelitian
Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini, di harapkan
memberi manfaat sebaagai berikut:
1. Kegunaan akademis, hasil kajian nantinya diharapkan dapat menjadi
bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu
pemerintahan.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan
masukan bagi yang menangani langsung penyelenggaraan Pemilihan
kepala desa Serentak Kabupaten Bone.
Kegunaan metodologis, hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan
acuan bagi penelitian berikutnya.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka merupakan uraian beberapa teori yang akan
menjadi landasan konsep dalam penelitian ini, landasan konsep tersebut
sebagai alat dalam menganalisis permasalahan yang diangkat. Adapun
konsep yang dimaksud yaitu konsep demokrasi, rekrutmen, Pemilihan Kepala
Desa, dan Tahapan pelaksanaan Pilkades serentak.
2.1. Pengertian Demokrasi
Dewasa ini hampir sebagian besar negara-negara di dunia menganut
sistem demokrasi.7 Sistem pemerintahan ini muncul untuk mengatasi kemelut
masyarakat di bawah kekuasaan pemerintahan yang bersifat otoriter.
Tindakan semena-mena kepada rakyat yang mendatangkan penderitaan dan
kesengsaraan bagi rakyat menimbulkan konflik yang berakhir dengan perang
untuk membela kedudukan, harkat dan martabat manusia yang pada
hakikatnya sama bagi semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Secara harfiah kata demokrasi tidak asing lagi sebagian besar umat
manusia di mana-mana. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos
berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa.8 Jadi demokrasi
7 Sejak 1972 jumlah negara yang mengadopsi sistem poltik demokrasi telah meningkat lebih dari dua
kali lipat, dari 44 menjadi 107. Dari 187 negara saat ini di dunia, lebih dari 58 persen di antaranya
mengadopsi pemerintahan demokratis, masing-masing dengan variasi sistem poltik tertentu. Lihat,
Daniel Sparringga. 2009. Politik dan Pemerintahan Indonesia: Demokrasi, Perkembangan Sejarah
Konsep dan Praktiknya. MIPI. Jakarta. Halm. 3
8 Miriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar ilmu Poltik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halm. 105
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adalah rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat. Makna demokrasi ini
telah dikemukakan oleh R. Kranenburg di dalam bukunya ”Inleading in de
vergelijkende staatsrechtwetenschap”, perkataan demokrasi yang tebentuk
dari dua pokok kata yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh
rakyat.9 Artinya suatu sistem pemerintahan negara di mana semua orang
adalah berhak memerintah dan diperintah.
Awal pertumbuhan demokrasi diwariskan dari kebudayaan Yunani
Kuno. Pada abad ke-6 sampai pada abad ke-3 SM negara kota (city-state) di
Yunani merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan di
mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh
seluruh warganya berdasarkan prosedur mayoritas.10
Gagasan demokrasi Yunani Kuno pernah hilang ketika bangsa
Yunani dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat saat memasuki Abad
Pertengahan (600-1400). Setelah itu munculah Renaissance yang
menghidupkan kembali kebudayaan Yunani Kuno (1650-1800) yang
memberikan pandangan tentang pemisahan antara gereja dan negara.
Pandangan ini menghasilkan masa Aufklarung (Abad Pemikiran) yang
memerdekakan pikiran manusia, sehingga pada masa 1500-1700 monarki
absolut mendapat kecaman dari masyarakat. Terjadi pendobrakan
9 Ni’matul Huda. 2011. Ilmu Negara. Rajawali Pers. Jakarta. Halm. 200
10 Sifat langsung dari demokrasi Yunanai dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung
dalam kondisi yang sederhana, wilayah terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta
jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Lihat. Miriam Budiardjo. 2010.
Dasar-Dasar ilmu Poltik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halm. 109
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kedudukan raja-raja absolut berdasarkan teori rasionalistis (social contract).
pada Sebagai akhir dari pergolakan tersebut, pada akhir abad ke-19 gagasan
mengenai demokrasi mendapat wujud yang kongkrit sebagai program dan
sistem politik.11
Pada dasarnya banyak negara yang memilih sistem demokrasi,
karena demokrasi memiliki nilai (values) yang menjamin hak dan kewajiban
warga negaranya yang lebih humanistik. Demokrasi tumbuh berkembang
subur di dalam masyarakat madani, masyarakat yang mencintai kedamaian,
ketenangan, dan sejahtera. Demokrasi menjanjikan kehidupan politik yang
menjamin ketersediaan pemenuhan hak, sekurang-kurangnya
menyampaikan pendapat yang ada di dalam pikiran seseorang, dengan hal
ini, membuat manusia berada dalam tempat yang layak sebagai seorang
manusia yang seutuhnya.12
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan
warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan
dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada
11 Ibid., 108-112
12 Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan. 2012. Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar. Thafa Media.
Yogyakarta. Halm. 92
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dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Demokrasi menempati posisi vital
dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya
berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk
diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah
(eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk
masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah
seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Kompetisi menyangkut tersedianya hak-hak dan kebebasan terutama
bagi anggota sistem politik. Meningkatnya kompetisi berarti meningkatnya
peluang bagi oposisi politik dan meningkatnya kompetisi untuk meraih
kekuasaan pemerintahan. Kompetisi yang luas dan bermakna diantara
individu dan kelompok organisasi (khususnya partai politik) pada seluruh
oposisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur
dan meniadakan penggunaan kekerasan.
Tujuan demokrasi dikemukakan oleh Sartono Sahlan dan Awaludin
Marwan, yang mengatakan:
Demokrasi hendaknya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat
yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi mencakup peningkatan
secara prinsipil komitmen seluruh elemen masyarakat demi kemajuan
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bersama. Demokrasi menguatkan struktur-massa, pembangunan
ekonomi, budaya politik, interaksi elite poltik. Dan pendalaman
demokrasi membuat struktur-struktur formal demokrasi menjadi lebih
liberal, akuntabel, representatif, dan aksesibel.13
Henry B. Mayo telah merinci nilai-nilai yang terkandung dalam sistem
demokrasi, yaitu;
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga
(institutionalized peacefull settlement of conflict).
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing
society).
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly
succession of rulers).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of
coercion).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam
keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.14
13 Ibid., 93
14 Ni’matul Huda. 2011. Ilmu Negara. Rajawali Pers. Jakarta. Halm. 218
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Untuk mengukur kadar demokratisasi suatu negara, Jack Lively
menyebutkan tiga Kriteria yang dapat menunjukkan demoratisasi suatu
negara, yaitu:
1. Sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses
pengambilan keputusan.
2. Sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol
masyarakat.
3. Sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam proses
pengambilan keputusan  administrasi umum.15
Berbagai macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi
konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi rakyat, demokrasi
terpimpin, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Tetapi diantara sekian
banyak aliran demokrasi dikenal dua kelompok aliran yang paling penting,
yaitu demokrasi konstitusional (pemerintah yang terbatas kekuasaannya,
sehingga tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya/
Rule of Law. ) dan satu kelompok aliran lain yang menamakan dirinya
demokrasi, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme
(selalu bersikap ambivalen terhadap negara).16
15 Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan. 2012. Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar. Thafa Media.
Yogyakarta. Halm. 74
16 Ibid., t-202
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Sistem demokrasi yang dianut Indonesia merupakan demokrasi
konstitusional.17 yang mempunyai ciri khas pemerintah yang terbatas
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap
warga negaranya, di mana pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum
dalam konstitusi atau biasa disebut dengan pemerintah berdasarkan
konstitusi (constutional government).18
Demokrasi konstitusional atau biasa disebut dengan istilah
rechtsstaat (negara hukum),19 menurut Friedrich Julius Stahl memberikan
cirri-ciri sebagai berikut:
1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin ha-hak
asasi manusia itu yang biasa dikenal dengan Trias Politika.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van
bestuur).
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.20
Sejalan dengan Friedrich Julius Stahl, AV Dicey dari kalangan ahli
Anglo Saxon memberikan ciri rule of law sebagai berikut:
17 Hal a dibuktikan dengan UUD 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Inonesia.
18 Miriam Budiardjo. 2010. Dasar-Dasar ilmu Poltik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Halm. 107
19 Ahli-ahli hukum Eropa barat Kontinental pada abad ke-19 dan permulaan abad k-20 memberikan
istilah rechsstaat tentang gagasan konstitusionalisme. Kata ini di Indonesia diterjemahkan dengan
istilah “negara hukum”.
20 Mohammad Mahfud MD. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi
Poltik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Rineka Cipta. Jakarta. Halmn.27-28
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1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-
wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika
melanggar hukum.
2. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa
maupun bagi pejabat.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan
keputusan-keputusan pengadilan.21
Berdasarkan kedua pendapat di atas, tentunya negara hukum
memegang teguh kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat
berdasarkan hukum dan menjujung asas persamaan di depan hukum dan
persamaan di bidang poltik bagi seluruh golongan.
Menurut Diamond sebagaimana yang dikutip Eny Boedi Orbawati,
dalam memahami demokrasi Desa, kita tidak boleh terjebak pada seremonial,
prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur. dan lembaga
memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi, yang lebih penting dalam
demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantic. Ada
tiga ranah utama yang digunakan untuk memandang dan memahami
demokrasi di desa, yaitu :
21 Ibid
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a. Pengelolaan kebijakan atau regulasi desa
Sebuah kebijakan (peraturan desa) dikatakan demokratis apabila
berbasis rnasyarakat ; berasal dari partisipasi masyarakat, dikelola
secara bertanggung jawab dan transparan oleh mesyarakat dan
digunakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari sisi
konteks, peraturan desa berbasis masyarakat (demokratis) berarti
(setiap perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi
masyarakal. Dengan kalimat lain, perdes yang dibuat memang
dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekedar
merumuskan keinginan elit desa atau hanya untuk menjalankan
instruksi dari pemerintahan supradesa. Dari sisi konteks (substansi),
prinsip dasarnva bahwa peraturan desa lebih bersifat membatasi yang
berkuasa sekaligus melindungi rakyat yang Iemah. Paling tidak,
Perdes harus Memberikan ketegasan tentang akuntabilitas
pemerintahan desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan desa.
b. Kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Pemerintahan di Indoensia telah lama tidak menumbuhkan kultur
leadership. Masalah ini menjadi tantangan serius bagi pembaharuan
kepemimpinan dan kepemerintahan desa. Kepemimpinan desa tidak
bisa lagi dimaknai sebagai priyayi benevolent maupun kepemimpinan
yang demokratis, melainkan harus digerakkan melalui kepemimpinan
yang transformative. Yaitu pemimpin desa yang tidak hanya rajin
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beranjangsana melainkan para pemimpin yang mampu mengarahkan
visi jangka panjang, menggerakkan komitmen warga desa,
membangkitkan kreasi dan potensi desa.
c. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan Jika
pandangan yang berpusat pada negara memahami demokrasi dari sisi
akuntabilitas, transparansi dan responsivitas penyelenggaraan
pemerintahan, maka pandangan dari masyarakat, memahami bahwa
pilar utama demokrasi adalah masyarakat sipil (civil society) Sebuah
pandangan dari masyarakat melihat demokratisasi bukan sekedar
sebagai suatu periode transisi terbatas dari satu set aturan-aturan
rezim formal ke satu set lainnya, tetapi lebih sebagai sebuah proses
berkesinambungan, sebuah tantangan abadi, sebuah perjuangan vang
terus berulang. Proses inilah yang menjadi domain masyarakat sipil.
Masyarakat sipil adalah lingkup kehidupan sosial terorganisir yang
terbuka, sukarela, timbul dengan sendirinya (self - generating),
setidaknya berswadaya secara parsial, otonom dari negara dan terikat
oleh suatu tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama.
Masyarakat sipil berbeda dari masyarakat secara umum dan dalam hal
ini ia melihatkan warga yang bertindak secara kolektif dalam sebuah
lingkup publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan,
hasrat. preferensi, dan ide-ide mereka, untuk bertukar informasi, untuk
mencapai sasaran kolektif, untuk rnengajukan tuntutan pada negara,
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untuk memperbaiki struktur dan perfungsian negara, dan untuk
menekan para pejabat negara lebih akuntabel.22
2.2. Rekrutmen/Pemilihan
a. Pengertian Rekrutmen
Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi
anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik,
lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih
dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar
Ilmu Politik yang menyebutkan: “Proses mencari dan mengajak orang yang
berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.”23
Sedangkan Stoner mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pengumpulan
calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia
untuk meduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.
Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen, maka
penulis berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan
untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai
calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu seperti halnya calon
Kepala Desa, dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditemukan
sebelumnya.
22 Eny Boedi Orbawati, Demokrasi Desa Dalam Kajian Otonomi Daerah, Vol 21 No.2.Agustus. Hal.151
23 Budiardjo, Mirriam.2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Jakarta. Halm.164
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b. Prinsip-prinsip Rekrutmen
Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional,
dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya meperhatikan prinsip-prinsip
rekrutmen yaitu :
1. Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama.
Bahwa setipa warga mempunyai kesempatan yang sama untuk
memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang harus
dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu:
a) Warga negara Indonesia.
b) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang
tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
c) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan
yang diperlukan.
d) Berkelakuan baik.
e) Sehat jasmani dan rohani
2. Tidak berdasarkan golongan, agama, ras. Pengangkatan dalam
suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme
sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat
yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.
Berdasarkan keterangan diatas maka penulis berpendapat bahwa
perinsip rekrutmen yaitu proses rekrutmen bisa diikuti oleh semua warga
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negara tanpa membedakan agama, golongan, dan ras yang telah memenuhi
syarat-syarat objektif yang ditetapkan.
c. Sumber Rekrutmen
Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan
sumber calon peserta, karena organisasi atau perusahaan tentunya
menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Sumber
rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber
eksternal.
a) Sumber Internal
Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi jabatan-
jabatan yang kosong dengan mengambil individu dari dalam organisasi atau
perusahaan itu sendiri. Perekrutan dengan sumber internal ini memiliki
beberapa kelebihan yaitu organisasi atau perusahaan pasti telah mengetahui
individu yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengisi posisi yang kosong.
Akan tetapi perekrutan ini pun memiliki kekurangan yaitu kemungkinan
peserta tidak memberikan perspektif baru sehingga organisasi atau
perusahaan menjadi tidak berkembang.
b) Sumber Eksternal
Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakukan dengan cara
menarik calon pegawai yang berasal dari luar organisasi. Pada sumber ini
tentu saja calon pegawai harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Kelebihan dari rekrutmen eksternal ini yaitu calon pegawai memiliki gagasan
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ataupun pemikiran baru bagi perusahaan. Kelemahan dari rekrutmen ini
adalah pegawai baru membutuhkan waktu yang relatif lama untuk
menyesuaikan diri dengan perusanaan.
Berdasarkan pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa peserta
rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasar dari
luar/eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-
ketentuan yang telah disepakati organisasi.
d. Sifat Rekrutmen
Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-
orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik.
Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh
warga negara. Sifat rekrutmen dibagi ke dalam dua jenis yaitu:
1. Rekrutmen secara terbuka
Rekrutmen secara terbuka dilaksanakansecara terbuka bagi seluruh
warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama
untuk ikut dalam proses perekrutan apabila telah memenuhi kriteria-kriteria
yang telaah ditentukan sebelumnya.
2. Rekrutmen secara tertutup
Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen dimana hanyaa individu
tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat
menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka
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untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-
individu yang mempunyai persamaan tertentu.
Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa
rekrutmen dapat bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen
dapat diikuti oleh siapa yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi proses
rekrtumen juga dapat bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-
individu tertentu saja yang bisa mengikuti proses perekrutan.
Proses rekrutmen dengan  tujuan untuk mendapatkan individu yang
memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Sehingga dalam pelaksanaan
rekrutmen telah ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
oleh masing-masing kandidat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalaam
Negri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Peilihan Kepala Desa Pasal 21 bahwa
persyaratan calon Kepala Desa antara lain:
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a) Warga negara Republik Indonesia.
b) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
c) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakn
undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, serta
mempertahan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik
Indonesia dan bhinneka tunggal ika.
d) Bependidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat.
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e) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
f) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa
setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.
h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
i) Tidak oernah dijatuhi pidana pejara berdsarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidanaa yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 tahun atau lebbih, kecuali 5 tahun setelh selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan sacara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
k) Berbadan sehat.
l) Tidak pernah sebagai kepala desa 3 kali masa jabatan, dan
m) Syarat lain diatur dalam Peraturan Daerah.
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrument
penting dalam system politik demokrasi yang modern. Adalah konsep
representasi dalam system politik demokrasi modern yang kemudian
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menjadikan pemilu sebagai sebuah mekanisme stratergis untuk
mewujudkannya.24
2.3. Pengertian Desa
Desa menurut undang-undang Nomor 6Tahun 2014 yaitu:
“Desa  adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Dikemukakan Prof.Drs.HAW.Widjaja ;
“secara historis desa adalah cikal bakal terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini
terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain-lain
sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang
sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi,
adat istiadat, dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Hal ini antaara
lain merupakan wujud bangsa yang paling konkrit.”25
24 Mudiyati. Rahmatunnisa,(Jurnal Bawaslu) Pengawasan Oleh Masyarakat Untuk Pemilu Yang
Demokratis, Edisi Ulang Tahun Bawaslu ke-7. 2015, hal.83
25 Haw.Didjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Bulat, Raja Grafindo. Jakarta, 2005.
Hal.4
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Beberapa pengertian desa oleh para ahli
Menurut R Bintarto
“Desa atau kota merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang
ditimbulkan oleh unsur-unsur fisgrafis, sosial, ekonomi, politik dan
kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan
pengaruh timbal balik dengan daerah lain”.26
Sedangkan Paul H Landis berpendapat
a. Untuk maksud statistic, pedesaan adalah daerah dengan jumlah
penduduk kurang dari 2500 orang.
b. Sedang untuk maksud kajian psikologi social, desa adalah daerah
dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas
yang tinggi.27
Menurut Sutarjo Kartohadukusumo
“Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermikim suatu
masyarakat yang berkuasa dalam masyarakat tersebut mengadakan
pemerintah sendiri”.
Unsur-unsur dalam desa meliputi:
26 Subianto,”Pengertian Desa dan Kota”, wordpress.Com
https://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/, diakses 23 Januari 2016
Pukul 11.45 Wita
27 Ibid.
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a. Daerah (Lingkungan geografis)
b. Penduduk, yang meliputi berbagai tentang kependudukan seperti :
jumlah, persebaran, mata pencaharian dll.
c. Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk
kehidupan masyarakat desa.28
Dalam kamus sosiologi  kata tradisional dari bahasa Inggris,
Tradition artinya Adat istiadat dan kepercaan yang turun menurun dipelihara,
dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi, bahwa
pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitaan
satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih
dianggap sebagai standar dan pemelihraan sistem kehidupan bermasyarakat
dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan,
gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian
kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.
Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan
pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28 Ibid.
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Definisi desa yang dari Undang-Undang tersebut sebenarnya telah
menggambarkan keberadaan desa sebagai bagian yang vital bagi bangsa
Indonesia. Vital karena desa merupakan entitas terkecil dari bangasa ini yang
menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragamaan tersebut
telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan
demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tidak bisa
dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.
Memang hampir semua kebijakan pemerintah yang berkenan
dengan pembangunan desa mengedepankan sederet tujuan mulia, seperti
mengentaskan rakyat miskin, men gubah wajah fisik desa, meningkatkan
pendapatan dan taraf hidup masyarakat, memberikan layanan sosial desa,
hingga memperdayakan masyarakat dan membuat pemerintahan desa lebih
modern.
Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan
dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa
dan merupakan mitra dalaam pemberdayan masyarakat desa.
Sedangkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun
barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan,
belanja, dan pengolahan keuangaan desa. Sumber pendapatan desa adalah
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a. Pendapatan asli desa.
b. Bagi hasil pajak daerah dan distribusi kabupaten.
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh kabupaten.
d. Bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten atau kota. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten
atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan
permusyawaratan desa. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan
diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:
a. Kepentingan masyarakat desa;
b. Kewenangan desa;
c. Kelancaran pelaksanaan investasi;
d. Kelestarian lingkungan hidup;
e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda
dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, perda sebagaimana
dimaksud wajib mengakui dan menghormati hak, asal usul, dan adat istiadat
desa.
2.4. Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa merupakan sarana pembentukan demokrasi
di desa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat guna
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melahirkan pemerintah yang baik dan aspiratif. Di samping, dapat
menciptakan demokrasi lokal sebagai basis dari pergumulan proses
demokrasi secara nasional yang memiliki arti pembelajaran menuju proses
pendewasaan politik.
Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades adalah
suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat.
Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa
merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.
Keyakinan sebagian kalangan tentang pemilihan kepala desa
serentak mampu membangun demokrasi lokal bukan tanpa alasan, karena
pada hakikatnya instrumen pemilihan langsung sebagaimana dalam
pemilihan umum banyak terkandung nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan
kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi.29
Pilkades serentak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa dan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, serta Peraturan Bupati Bone Nomor
44 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang
pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
29 Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan. 2012. Nasib Demokrasi Lokal di negeri Barbar. Thafa Media.
Yogyakarta. Halm. 71
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2015
Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5.
1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaiaman dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat
Kabupaten/Kota:
b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala
desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala
desa tingkat kabupaten/kota;
g. Melakukan evaluasi dan pelaaporan pelaksanaan pemilihan;
dan
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h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan
dengan keputusan Bupati/Walikota.30
Dalam pasal tersebut terlihat bahwa posisi kabupaten sangat vital
dari segi penyelenggara, untuk itu pemerintah Kabupaten diharapkan mampu
menjadi pengawas dalam menciptakan iklim pemilihan yang kondusif, tertib
serta jauh dari unsur kecurangan.
Dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tersebut
,menjelaskan lebih rinci tentang mekanisme pemilihan kepala desa sebagai
berikut :
a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala
desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. Pembentukan panitia pemilihan kepala deas oleh badan
permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabaatan;
c. Laporan akhir masa jabatan kepal desa kepada bupati/walikota
disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada
bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka
30 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5.
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waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tebentuknya panitia pemilihan;
dan
e. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diaajukan oleh panitia.31
Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa
yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu
diperlukan sinergitas oleh berbagai pihak mulai dari pusat hingga tingkat
daera dalam mengawal demokrasi ditingkat desa.
Pada dasarnya pilkades serentak merupakan proses peningkatan
demokrasi di desa. Bagaimanapun, pemimpin yang terpilih melalui proses
pemilihan langsung akan mendapatkan legitimasi dan dukungan yang ril dari
rakyat untuk mewujudkan kontrak sosial antara pemilih dan tokoh yang
dipilih. Karenanya tuntutan pemilih akan menjadi pegangan bagi pemimpin
dalam melaksanakan kekuasannya.
Pemilihan kepala desa serentak juga dapat dimaknai sebagai
pengambilan kedaulatan ke tangan rakyat. Warga masyarakat di desa,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia secara
keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka
31 Ibid, Pasal 7.
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yang telah dijamin oleh konstitusi kita, yaitu UUD 1945.32 Oleh karena itu,
warga masyarakat di desa harus diberikan kesempatan untuk menentukan
masa depan desanya masing-masing melalui pemilihan kepala desa
serentak.
Pemilihan kepala desa serentak atau biasa disebut pilkades,
merupakan salah satu momentum politik penting yang mengawali proses
pemerintahan di desa. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaaan pilkades
akan mempengaruhi pelaksanaan pemerintah desa, yang dengan sendirinya
akan mepengaruhi pelaksanaan pemerintahan secara nasional untuk
mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pilkades tidak
seharusnya hanya bersifat seremonial semata untuk mewujudkan kedaulatan
rakayat di desa, tetapi juga tidak boleh mencederai prinsip negara demokrasi
yang berdasarkan hukum.
Tahapan Pemilihan kepala desa yang di ataur dalam Peraturan
Daerah No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan, dan pemberhentian
kepala desa Pasal 2 yang dimaksud yaitu :
1) Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:
a. Persiapan.
b. Pencalonan
c. Pemungutan suara
32 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Udang-Undang Dasar.
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d. Penetapan calon
2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
atas kegiatan:
a. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang berakhirnya masa
jabatan kepala desa.
b. Pembentukan panitia pemilihan.
c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati.
d. Penyusunan jadwal proses pelaksana pemilihan.
e. Penyusunan tata tertib pemilihan, dan
f. Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksana pemilihan.
3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas kegiatan:
a. Penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman
dan penerimaan pendaftaran bakal calon.
b. Penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian,
verifikasi, dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon.
c. Penetapan dan pengumuman calon.
d. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih.
e. Pelaksanaan kampanye calon, dan
f. Masa tenang.
4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri atas kegiatan:
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a. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara, dan
b. Pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan.
5) Tahapan penetapan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
hhuruf d terdiri atas kegitan:
a. Laporan panitia pemilihan tingkat desa kepada BPD.
b. Laporan BPD kepada Bupati.
c. Pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih, dan
d. Pelantikan kepala desa terpilih.
2.5. Kerangka Konsep
Desa sebagai entitas politik terkecil diwilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) memiliki andil yang cukup besar dalam
pematangan demokrasi ditingkat nasional, mengingat 70 persen rakyat
Indonesia tinggal di Desa. Salah satu bentuk  yata demokrasi di Desa adalah
pemilihan kepala desa. Dalam pesta demokrasi ini, masyarakat desa
dilibatkan dalam memilih pemimpin mereka. Letak pembeda Pilkades dengan
Pilkada adalah para calon di Desa tidak diusung oleh partai politik melainkan
perseorangan, hal ini memberikan ruang yang lebih bebas bagi para calon
untuk lebih dekat dengan pemilihnya tanpa perlu memikirkan maneuver
kepartaian.
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Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Bone membawa angin
segar dalam pematangan berdemokrasi ditingkat desa. Sebagaiamana yang
diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan Pilkades
dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Untuk itu
kabupaten sebagai pelaksana juga dituntut untuk mampu mengawasi
jalannya pilkades dari berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang
sifatnya eksternal maupun internal, sehingga tercipta iklim berdemokrasi yang
dicita-citakan tanpa dikotori oleh praktik-praktik kecurangan.
Selain dari bentuk pengawasan kabupaten, substansi dari pemilihan
ini adalah bagaimana kemudian masyarakat terlibat aktif dalam pemilihan
baik itu dalam partisipasi politik (hak memilih) maupun sebagai pengawas
yang mengawasi langsung jalannya pemilihan tanpa takut harus
melaporkannya jika ditemukan penyimpaqngan-penyimpangan.
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Gambar 2.1
Kerangka Konsep
3.
Pemilihan
Kepala Desa
Pemungutan
Suara
Persiapan
Pemilihan
Pencalonan
Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan
Pilkades di Desa Benteng Tellue:
1. Ketidak jelasan persyaratan calon
2. Kurang telitinya panitia pemelihan
tingkat desa dalam memverifikasi
berkas calon.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk
mengungkap informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada
masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan
permasalahan secara factual, sistematik dan akurat.
Melalui pendekatan kualitatif ini, data dan informasi
diterjemahkan dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga proses
pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bone dapat terlihat
sebagaiaman mestinya.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Benteng Tellue Kecamatan
Aamali Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan yang telah
melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak (Pilkades). Lokasi ini
dipilih sebagaiamana yang telah penulis kemukakan pada bagian
sebelumnya bahwa, Kabupaten Bone telah melaksanakan perhelatan
demokrasi ditingkat pemerintahan terendah yang melibatkan 177
Desa, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian
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menyangkut penyelenggaraan pelaksanaan Pilkades serentak di
Daerah tersebut.
3.3. Informan Penelitian
Informan adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku
yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan
dalam penelitian ini dipilih karen paling banyak mengetahui dan terlibat
langsung.
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive
sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan
maksud dan tujun tertentu, yang mana informan yang dipilih tersebut
memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas:
a) Bupati Kab.Bone
b) Kepala Badan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone
c) Panitia Pelaksana
d) Kepala Desa terpilih.
e) Kepala Desa tidak terpilih
f) Tim Sukses Calon
g) Tokoh Masyarakat
3.4. Jenis dan Sumber Data
Data dalam penulis, dalam penelitian ini menggunakan sumber
data yang diklasifikasikan berdasarkan cara perolehannya, yaitu:
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a. Data Primer
Menurut Subagyo mengemukakan data primer yaitu “Data
yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya merupakan data
primer. Data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari
masyarakat dan masih memerlukan analisi lebih lanjut”.33 Dalam
penelitian ini penulis melakukan pendataan primer melalui wawancara
dengan responden yang dipilih di lapangan.
b. Data Sekunder
Subagyo mengatakan bahwa, data yang diperoleh dari atau
berasal dari bahan kepustakaan disebut sebagai data sekunder. Data
ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat
bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praket yang ada di
lapangan, karena penerapan sesuatu teori.34
Untuk meperoleh data primer dan data sekunder, kegiatan
pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang
sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh.35 Oleh
karena itu terdapat hubungan erat antara teknik pengumpulan data
dengan kualitas data. Pengumpulan data yang baik akan
33 Joko Subagyo. 2011.Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek.Rineka Cipta. Jakarta. Halm. 86
34 Ibid., 88
35 . 2011.Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor. Halm. 174
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menghasilkan data yang berkualitas. Data yang berkualitas tentunya
dapat menjawab perumusan masalah yang dirumuskan.
Berkaitan dengan diatas Sugiyono mengatakan “teknik
pengumpula data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karen tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan”.36
Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari:
a. Kepustakaan, sebagai sumber data dalam bentuk buku-buku, diktat
yang berkaitan dengan teori mengenai Pemilihan Kepala Desa dan
Poilitik.
b. Arsip, sebagai sumber data dalam bentuk dokumen-dokumen, dan
naskah-naskah penting lainnya.
c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
pilkades.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan usaha yang dilakukan
dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan
penelitian baik berupa fakta, data dan informan yang sifatnya valid
36 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Hlam. 224
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(sebenarnya), reliable (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan
kenyataan)
Dalam rangka pengumpulan data ini penulis menggunakan
teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang
diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh
data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi yang
dilakukan penulis dilakukan untuk melakukan studi pendahuluan
dengan mengamati Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten
Bone.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri
sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan
atau keyakinan pribadi.
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Wawancara suatu cara untuk mendapatkan atau
mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi
dengan informan yang dianggap mengetahui tentang kondisi objektif
dari proses penyusunan dari segala hal yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
3. Dokumen
Menurut Gulo dokumen adalah “catatan tertulis tentang
berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu”. Hal ini
seirama dengan yang dikemukakan oleh Bungin bahwa “Pada intinya
metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri
data historis”.37
Dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini
merupakan pelengkap data dari wawancara, sebagaimana yang telah
diungkapkan oleh Sugiyono mengatakan nahwa:
Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel
atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan
dimasa kecil, di sekolah, tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi.
Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-
foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.38
37 W. Gulo. 2010. Metodologi Penelitian. PT Gramedia. Jakarta. Halm. 123
38 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Hlam. 240
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3.6. Deskripsi Fokus
Deskripsi fokus dibuat dengan tujuan mengoperasikan konsep-
konsep atau variable-variable penelitian agar dpat diukur dalam
menjawab masalah. Untuk mempermudah dan memperjelas
pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam
penelitian ini, maka dikemukakan fokus penelitian mengenai konsep
Pemilihan Kepala Desa, dan faktor penghambat dan pendukung
pemilihan sebagai berikut:
1. Pemilihan Kepala Desa adalah proses penentuan seorang pemimpin
ditingkat desa, mulai dari tahap persiapan, pencalonan dan
pemungutan suara. Tahapan pemilihan kepala desa, yaitu tahapan
yang terdiri dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan
penetapan calon, yang secara teknis harus sesuai dengan tuntutan
peraturan daerah Kabupaten Bone yang telah ditetapkan.
a. Persiapan, pada tahapan ini yakni pembentukan panitia
pemilihan Kabupaten dan Desa, tentunya dalam
pembentukannya harus secara demokratis dan jauh dafri unsur
kepentingan atau memihak kelompok tertentu.
b. Pencalonan, pada tahapan ini seluruh  masyarakat desa berhak
untuk mencalonkan selagi pencalonannya tidak bertentangan
dengan Undang-Undang ataupun peraturan daerah. Dalam masa
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kampanye pun harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
c. Pemungutan suara, indikator dalam variable ini adalah,
pemilihantelah terdaftar di database Daftar Pemilih Tetap (DPT)
panitia, proses pemilihan bejalan tertib dan aman, juga
pelaksanaan perhitungan suara  dilakukan secara terbuka dan
jujur.
2. Faktor penghambat dan pendukung yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah segala hal yang menghambat dan/atau sengaja
menghalangi jalannya pemilihan, baik dari perorangan maupun
organisasi. Begitupula faktor pendukung segala upaya yang dapat
menyukseskan pemilihan kepala desa. Faktor penghambat dan
pendukung bisa saja berupa seberapa besar pengaruh pengawasan
yang dilakukan daerah dalam proses pemilihan. Faktor-faktor ini
kemudian yang menghambat bagi Desa yang dianggap gagal
(bersengketa) dalam proses pemilihannya, juga faktor yang
mendukung bagi desa yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan
pemilihan.
3.7. Analisis Data
Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara
langsung dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif,
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yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian
dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, pengolahan data dalam
penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau
mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus
penelian.
Data yaang diperoleh dari proses pengumpulan data
merupakan data yang mentah. Data tersebut tidak akan berguna
apabila tidak dianalisis untuk memberi arti atau makna pada data
tersebut guna dalam memecahkan masalah penelitian.39
Menurut Sugiyono menjelaskan analisis data, yaitu:
Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam
unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana
yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun  oleh orang lain.40
39 Nazir. 2011. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor. Halm. 346
40 Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. Hlam. 244
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Daerah Kabupaten Bone
4.1.1. Sejarah Kabupaten Bone
Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu kerajaan
besar di Nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam catatan sejarah
didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu Manurunge ri Matajang pada tahun 1330,
mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan La Tenritatta
Arung Palakka pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut
dapat memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini
dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan
sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi
kecenderungan yang bersifat global.
Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa
lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan
dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan
masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke arah yang lebih baik.
Ketiga hal yang dimaksud adalah : Pertama, pelajaran dan hikmah dalam
bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini,
sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan
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rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah
demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat
melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut "Ade
Pitue", yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja.
Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade'
Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk
dilaksanakan.
Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone
yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan kerajaan Bone yang
terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
1. Arung ujung, bertugas mengepalai urusan penerangan kerajaan bone
2. Arung ponceng, bertugas mengepalai urusan kepolisian/kejaksaan
dan pemerintahan
3. Arung ta, bertugas bertugas mengepalai urusan pendidikan dan
urusan perkara sipil
4. Arung tibojong, bertugas mengepalai urusan perkara / pengadilan
landschap/ hadat besar dan mengawasi urusan perkara pengadilan
distrik.
5. Arung tanete riattang, bertugas mengepalai memegang kas
kerajaan, mengatur pajak dan mengawasi keuangan
53
6. Arung tanete riawang, bertugas mengepalai pekerjaan negeri
(landsahap werken – lw) pajak jalan pengawas opzichter.
7. Arung macege, bertugas mengepalai pemerintahan umum dan
perekonomian.
`Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat
mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari
pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun
1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe
Bongkangnge. Kajao lalliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat empat
faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:
1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna
gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus pintar
menjawab kata-kata).
3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus pintar
membuat kata-kata atau jawaban).
4. Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa
menyampaikan kata-kata yang benar).
Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke dalam
pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan,
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pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi. Kedua, yang menjadi
pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang
meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi
sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih
baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita
menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk
monumental dari pandangan ini di kenal dalam sejarah akan perjanjian dan
ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan
tellumpoccoe atau dengan sebutan lain "lamumpatue ri timurung" yang
dimaksudkan sebagai upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan
untuk memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.
Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang
mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak hikmah
yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan
pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin
cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang
Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk
perubahan dan dinamikanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang terus
dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang luas,
dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan
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sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki potensi
besar,yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran
rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian,
perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya.
Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman
dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong
pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki
warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya
alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan
untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai
perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu
diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan yang tepat dalam
mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki
ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Dengan
berpegang motto sumange' teallara', yakni Teguh dalam Keyakinan
Kukuh dalam Kebersamaan, pemerintah dan masyarakat Bone akan
mampu menghadapi segala tantangan menuju Bone yang lebih baik.
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Raja Bone Dari Masa Kemasa
1. Manurunge ri matajang, mata silompoe, 1330-1365, pria
2. La ummasa, petta panre bessie, 1365-1368, pria
3. La saliyu korampelua, 1368-1470, pria
4. We banrigau, mallajange ri cina, 1470-1510, wanita
5. La tenrisukki, mappajunge, 1510-1535, pria
6. La uliyo bote-e, matinroe ri itterung, 1535-1560, pria
7. La tenrirawe bongkange, matinroe ri gucinna, 1560-1564, pria
8. La inca, matinroe ri addenenna, 1564-1565, pria
9. La pattawe, matinroe ri bettung, 1565-1602, pria
10.We tenrituppu, matinroe ri sidenreng, 1602-1611, wanita
11.La tenriruwa, sultan adam, matinroe ri bantaeng, 1611-1616, pria
12.La tenripale, matinroe ri tallo, 1616-1631, pria
13.La maddaremmeng, matinroe ri bukaka, 1631-1644, pria
14.La tenriaji, arungpone, matinroe ri pangkep, 1644-1672, pria
15.La tenritatta, daeng serang, malampe-e gemme'na, arung palakka,
1672-1696, pria
16.La patau matanna tikka, matinroe ri nagauleng, 1696-1714, pria
17.We bataritoja, datu talaga arung timurung, sultanah zainab
zulkiyahtuddin, 1714-1715, wanita
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18.La padassajati, toappeware, petta rijalloe, sultan sulaeman, 1715-
1718, pria
19.La pareppa, tosappewali, sultan ismail, matinroe ri sombaopu, 1718-
1721, pria
20.La panaongi, topawawoi, arung mampu, karaeng bisei, 1721-1724,
pria
21.We bataritoja, datu talaga arung timurung, sultanah zainab
zulkiyahtuddin, 1724-1749, wanita
22.La temmassonge, toappawali, sultan abdul razak, matinroe ri
mallimongeng, 1749-1775, pria
23.La tenritappu, sultan ahmad saleh, 1775-1812, pria
24.La mappasessu, toappatunru, sultan ismail muhtajuddin, matinroe
rilebbata, 1812-1823, pria
25.We imaniratu, arung data, sultanah rajituddin, matinroe ri kessi, 1823-
1835, wanita
26.La mappaseling, sultan adam najamuddin, matinroe ri salassana,
1835-1845, pria
27.La parenrengi, arungpugi, sultan ahmad muhiddin, matinroe riajang
bantaeng, 1845-1857, pria
28.We tenriawaru, pancaitana besse kajuara, sultanah ummulhuda,
matinroe ri majennang, 1857-1860, wanita
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29.La singkeru rukka, sultan ahmad idris, matinroe ri topaccing, 1860-
1871, pria
30.We fatimah banri, datu citta, matinroe ri bolampare'na, 1871-1895,
wanita
31.La pawawoi, karaeng sigeri, matinroe ri bandung, 1895-1905, pria
32.La mappanyukki, sultan ibrahim, matinroe ri gowa, 1931-1946, pria
33.La pabbenteng, matinroe ri matuju, 1946-1951, pria
Bupati Bone Dari Masa Kemasa
1. Abdul rachman daeng mangung, kepala afdeling bone, tahun 1951
2. Andi pangerang daeng rani, kepala afdeling / kepala daerah bone
tahun 1951-1955
3. Ma'mun daeng mattiro, kepala daerah bone, tahun 1955-1957
4. H. Andi mappanyukki, kepala daerah / raja bone tahun 1957-1960
5. Andi suradi, bupati kepala daerah bone, tahun 1960-1966
6. Andi djamuddin, pejabat bupati kepala daerah bone, tahun 1966-1966
7. Andi tjatjo, menjalankan tugas bupati kepala daerah bone tahun 1966-
1967
8. Andi baso amir, bupati kepala daerah bone, tahun 1967-1969
9. H. Suaib, bupati kepala daerah bone, tahun 1969-1976
10.H.p.b. harahap, bupati kepala daerah bone, tahun 1976-1982
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11.H. Andi madeali, pejabat bupati kepala daerah bone, tahun 1982-1983
12.Andi syamsu alam, bupati kepala daerah bone, tahun 1983-1988
13.Andi syamsoel alam, bupati kepala daerah bone, tahun 1988-1993
14.Andi muhammad amir, bupati kepala daerah, tahun 1993-1998
15.Andi muhammad amir, bupati kepala daerah, tahun 1998-2003
16.H. Andi muh. Idris galigo, bupati bone, tahun 2003-2008
17.H. Andi muh. Idris galigo, bupati bone, tahun 2008-2013
18.Dr. H.andi fahsar mahdin padjalangi, m.si., bupati bone, tahun 2013-
2018
4.1.2. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten dari 24 kabupaten
kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi. Berdasarkan Undang Undang No. 29 Tahun
1959  (LN No. 74 Tahun 1959 ) tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat II di Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Bone berdiri sendiri sebagai
satu kabupaten dengan ibu kotanya Watampone, selanjutnya dengan Perda
No. 1 Tahun 1990 tanggal 17 Maret 1990 ditetapkan hari jadi Kabupaten
Bone tanggal 6 April
Kabupaten Bone Merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah
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keseluruhan mencapai 4.558 km². Kaabupaten Bone secara administratif
terbagi kedalam 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan. Kecamatan
terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463.35 km², sedangkan
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang
yaitu seluas 0.52 km². Kabupaten Bone terletak pada posisi 4º13’-5º6’ LS dan
antara 119º42’-120º40’BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang
membentang dari Selatan ke Utara.
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa
Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
 Sebelah Utara : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
 Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai Dan Kabupaten Gowa
 Sebelah Timur : Teluk Bone
 Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan
Kabupaten Barru
4.1.3. Keadaan Demografi
4.1.3.1. Jumlah Penduduk dan Pertumbuhannya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah
penduduk Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas
352.081 laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten
Bone sekitar 4.559 km2 persegi, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten
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Bone adalah 162 jiwa per km². Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang
besar dan luas di Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk pek km²
adalah 162 jiwa. Terkait dengan perannya sebagai pusat pemerintahan,
pendidikan, dan fasilitas publik lain, maka mayoritas penduduk tinggal
terpusat di ibukota kabupaten. Kepadatan penduduknya mencapai 1.111,78
jiwa per km².
Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap
sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan
pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat
struktur umum penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan
berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi.
Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan usia pruduktif.
Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50 persen dari
keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan sebesar 55,03 persen.
Artinya, setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 55
hingga 56 penduduk yang belum produktif tidak produktif lagi.
Hal lain yang menarik diamati pada piramida penduduk adalah adanya
perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk
usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang
lebih tua yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya
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penurunan tingkat kelahiran penduduk pada beberapa tahun ini. Indikasi
turunnya tingkat kelahiran, terkait dengan peningkatan penggunaan alat
kontrasepsi. Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Bone tahun 2014 tercatat
87.220 orang meningkat dari tahun 2013. Metode kontrasepsi yang paling
banyak digunakan adalah suntikan (33,40 persen), pil (28,76 persen), dan
implant (25,61 persen).
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Km² Menurut
Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2014
Kode Kecamatan Penduduk KepadatanPenduduk
(1) (2) (3) (4)
010 Bontocani 15.614 33,70
020 Kahu 38.370 202,48
030 Kajuara 35.905 289,25
040 Salomekko 15.374 181,06
050 Tonra 13.413 66,96
060 Patimpeng 16.315 125,05
070 Libureng 29.693 86,25
080 Mare 26.270 99,70
090 Sibulue 33.761 216,69
100 Cina 26.159 177,35
110 Barebbo 27.238 238,51
120 Ponre 13.678 46,68
130 Lappariaja 23.642 171,32
140 Lamuru 24.780 119,13
141 Tellulimpoe 14.003 171,32
150 Bengo 25.415 154,97
160 Ulaweng 24.664 152,56
170 Palakka 152.56 194,95
180 Awangpone 29.155 263,37
190 Tellusiattinge 39.986 251,01
200 Amali 20.679 173,58
210 Ajangale 27.373 196,93
220 Dua Boccoe 30.134 207,96
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230 Cenrana 23.929 166,64
710 Tanete Riattang Barat 46.988 875,34
720 Tanete Riattang 51.118 2148,72
730 Tanete Riattang Timur 42.377 866,96
Kabupaten Bone 738.515 161,99
Sumber : BPS (Statistik Daerah Kabupaten Bone 2015)
4.1.3.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat
Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan motor utama
pembangunan bangsa. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas
sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan dan pengajaran. Dengan
demikian, kualitas serta jangkauan pendidikan dan pengajaran harus
senantiasa diupayakan dan ditingkatkan. Salah satu tolak ukur pembangunan
dibidang pendidikan dari sisi supply keberadaan sarana dan prasarana
pendidikan.
Tahun 2014 jumlah sekolah yang terbesar diseluruh wilayah
Kabupaten Bone yaitu:
765 = Sekolah Dasar (SD) sederajat,
210 = Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederjat,
99  = Sekolah Menegah Atas (SMA) sederajat.
Setiap kecamatan telah memiliki sekolah dengan berbagai jenjang
tercatat hanya memiliki satu SMK tanpa adanya SMA dan Madrasah Alyah.
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Guru merupakan ujung tombak proses pendidikan dan pengajaran.
Keseimbangan jumlah guru dan murid sangat penting dalam menjamin
keefektifan penyampaian dan penerimaan bahan ajar. Pada jenjang
pendidikan SMP, rasio guru terhadap murid terlihat paling banyak, yaitu
11,63. Angka ini mengandung makna secara rata-rata satu orang guru
mengajar sekitar 11 hingga 12 murid. Rasio guru terhadap murid terbesar
adalah pada jenjang SD yaitu 13,83. Namun demikian, rasio guru terhadap
murid masih ideal.
4.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia
Hakikat pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai
tujuan akhir pembangunan karena manusialah kekayaan bangsa
sesungguhnya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia secara
umum terukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.
Pada tahun 2015, penghitungan IPM disempurnakan dengan
menggunakan metode baru sesuai standar internasional yang digunakan
oleh UNDP. Secara umum, terdapat 3 poin yang diperbaiki : (1) penggantian
indikator Angka Melek Huruf (AMH) dalam dimensi pendidikan menjadi
Harapan Lama Sekolah (HLS), (2) penggantian indikator PDB  per Kapita
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dalam dimensi standar hidup menjadi PNB per kapita, (3) penggantian
metode agregasi indeks dari rata-rata hitung menjadi rata-rata ukur.
Secara keseluruhan, tingkat pencapaian IPM Kabupaten Bone tahun
2010-2014 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terus terjadi seiring
dengan peningkatan IPM Provinsi Sulawesi Selatan meskipun keduanya
meningkat relatif lambat. Tahun 2014, IPM Kabupaten Bone mencapai angka
62,09 meningkat dari 61,40 di tahun 2013. Namun, angka tersebut masih
berada di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 68,49.
Apabila ditinjau dari besaran IPM kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi
Selatan, peringkat IPM Kabupaten Bone tahun 2014 stagnan. Kabupaten
Bone menududki peringkat 23 dari 24 Kabupaten/Kota. IPM tertinggi diraih
oleh Kota Maakassar sebersar 79,35. Secara peringkatm Kabupaten Bone
masih tertinggal cukup jauh dari kabupaten lain, tetapi peringkat IPM
bukanlah penentu utama baik buruknya Kabupaten.
4.1.4. Pemerintahan
Apabila ditinjau dari wilayah administrasi, hingga tahun 2016, tidak ada
pemekaran wilayah di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone terdiri atas 27
Kecamatan yang diperinci 328 Desa dan 44 Kelurahan dengan Jumlah
Dusun/Lingkungan sebanyak 1.299. Pada sisi legislatif, jumlah anggota
DPRD Kbupaten Bone sebanyak 45 orang yang terdiri atas 39 laki-laki dan 6
66
perempuan. Secara keseluruhan, sebagian besar anggota DPRD
berpendidikan S-1 (53,33%). Namun, masih cukup banyak yang
berpendidikan SMA (31,11%)  dan hanya 13,33% yang bependidikan S-2.
Dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone, terdapat 10.861
Pegawai Negri Sipil (PNS) dengan komposis 42,57% laki-laki (4.624 orang)
dan 57,43% perempuan (6.237 orang). Ditinjau dari aspek pendidikan,
50,39% PNS tersebut memiliki pendidikan tertinggi D-IV/S-1. Namun, masih
ada PNS yang berpendidikan tertinggi SMP ke bawah.
Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah memperoleh
pendapatan dari berbagai sumber. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan
belanja untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintahannya. Pada tahun
2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone mencapai 155,43
miliar rupiah meningkat 80,99% dari tahun 2013. Nilai tersebut menyumbang
10,13% terhadap Pendapatan Kabupaten Bone.
Pendapatan Kabupaten Bone juga diperoleh melalui transfer dari pihak
lain. Transfer terbesar diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun
2014 DAU Kabupaten Bone bernilai 950,401 miliar rupiah dan menyumbang
61,93% terhadap Pendapatan Kabupaten Bone. Di sisi pengeluaran, nilai
belanja daerah Kabupaten Bone tahun 2014 sebesar 1.420,62 miliar rupiah.
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Belanja Daerah ini diperuntukkan untuk berbagai kepentingan seperti belanja
pegawai, barang, subsidi, modal, dan lain-lain.
4.1.5. Gambaran Lokasi Penlitian
Berdasarkan fokus penelitian dan untuk melihat pelaksanaan pilkades
serentak di Kab.Bone, yaitu di Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali. Dari
Desa Benteng Tellue ini penulis harapkan menjadi representative untuk
melihat pelaksanaan pilkades di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
4.1.5.1. Sejarah Desa Benteng Tellue
Desa Benteng Tellue juga dikenal dengan nama Tabbae’. Asal Mula
Nama Tabbae Setelah Bottoe dan laponrong secara forsil berada dalam
kekuasaan wilayah hukum Arung amali, maka status di Boang bottoe diberi
gelaran Anre Guru’ yang statusnya sama dengan kedudukan Kepala
Kampung, Jadi La Manna ialah Anre Guru pertama di Bottoe dan
melaksanakan tugas pemerintahan sebagai bagian dari wilayah takluk
kerajaan Arung Amali yang berkedudukan di Taretta. Karena Baringeng
dengan Bottoe, persis letaknya pada posisi perbatasan antara soppeng
dengan Amali, sehingga baik penduduk Baringeng maupun Bottoe sering
timbul insiden perbatasan. Karena penduduk asli Baringeng seringkali
melakukan perburuan rusa dikawasan hutan Bottoe tanpa izin dari pihak
penguasa di Bottoe, sehingga timbullah ketegangan antara pihak Arung
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Amali dengan pihak penguasa di Baringeng karena dianggap salah satu
perkosaan hak.
Arung Amali mengeluarkan suatu ultimatun yang sifatnya peringatan
terakhir kepada pihak penguasa di Baringeng, agar Baringeng menghormati
wilayah teritorial kerajaan Amali di Bottoe tentang seringya terjadi
pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan oleh penduduk Baringeng.
Dan sebagai sanksi adanya ultimatum tersebut, Arung Amali memerintahkan
kepada Anre Guru Bottoe agar mengadakan penjagaan ketat dan konsolidasi
kekuatan dikawasan selatan hutan Bottoe. Dan setelah perintah ini diterima
oleh La Manna iapun mengadakan rapat khusus dengan para pemuka
masyarakat yang diakhiri dengan suatu perintah penegasan, bahwa barang
siapa yang berani melanggar wilayah perbatasan kita tanpa syarat “SITABBA
BESSIKO” Artinya “baku hantam saja dengan tombak dan jangan mundur”
bahasa bugisnya “sangadi maretto tellui lise’na cenranae muaddampeng
soro” artinya “jangan mundur setapakpun kecuali kalau senjatamu sudah
patah tiga “
Demikian antara lain kata-kata penegasan La Manna kepada
pasukannya yang berjaga-jaga pada posisi kawasan selatan hutan Bottoe.
Namun tidak jelas dalam sejarah bahwa penduduk Bottoe dengan Baringeng
pernah terjadi pertumpahan darah akibat pelanggaran daerah perbatasan,
tetapi barangkali justru faktor ketegasan perintah La Manna ini kepada
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pasukannya dengan istilah si Tabba Bessiko sehingga diseputar penjagaan
pasukan La manna ini disebut “Tabbae” dan dalam proses perkembangannya
lama kelamaan nama Tabbae lebih populer dan lebih tenar dari pada Bottoe,
namun pada hakekatnya Tabbae yang kita kenal sekarang sudah dinobatkan
menjadi ibu kota Desa Benteng Tellue, tidak lain dari perwujudan Bottoe yang
merupakan nama asli nama Kampung tersebut.
Desa ini merupakan salah satu Desa dari 15 Desa yang ada di
Kecamatan Amali kab.Bone. Secara geografis, posisi desa berada pada
daerah pedalaman, berbatasan langsung dengan dua Kabupaten  Wajo dan
Soppeng. Meskipun secara geografis posisi desa sangat marginal dari kota
Kabupaten Bone, akan tetapi tingkat popularitas desa Benteng Tellue
melampaui Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bone, bahkan sangat popular
di Sulsel.
Desa Benteng Tellue terletak dibagian Utara Bone yang berjarak ±49
km dari Watampone (Ibu Kota Kabupaten Bone), ±8 km dari Taretta Ibu Kota
Kecamatan Amali. Adapun Luas wilayah Desa Benteng Tellue ±13.00 km².
Berdasarkan data administratif Pemerintahan Desa.
4.1.5.2. Kondisi Demografi
Penduduk merupakan sumber daya yang sangat penting bagi suatu
wilayah karena penduduk merupakan salah satu sayarat terbentuknya suatu
70
Negara. Semakin bersar jumlah penduduk suatu wilayah maka saemakin
besar pula peluang penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan
wilayah tersebut.
Penduduk Desa Benteng Tellue berjumlah lebih kurang 1.441 Jiwa,
yang terdiri laki-laki sebanyak 771 orang dan perempuan 670 orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
Table 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin
No Nama Dusun Jenis Kelamin Jumlah Jumlah KKLaki-Laki Perempuan
1 Dusun Tabbae 274 299 573 181
2 Dusun Botto 331 198 529 238
3 Dusun Curikki 167 173 339 91
Jumlah 771 670 1.441 510
Sumber Data : SDD Desa Benteng Tellue Tahun 2013
4.1.5.2.1. Kondisi Sosial
Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman
masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non
formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan,
adat istiadat dan kebiasaan yang ada juga beragam, secara detail, keadaan
sosial penduduk Desa Benteng Tellue dapat terlihat pada table berikut:
71
Table 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Uraian Jumlah
1. Tidak Tamat SD 465
2. SD/Sederajat 767
3. SMP/Sederajat 112
4. SMA/Sederajat 60
5. Diploma/S1 32
6. S2/S3 5
Jumlah 1.441
Sumber Data:SDD Desa Benteng Tellue Tahun 2013
4.2. Pembahasan
4.2.1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Bone
Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu tugas pokok
Pemerintah Daerah, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan
agar pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah
kabupaten. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
ini, pelaksanaan Pilkades hanya dilaksanakan bagi sebagian desa yang
periode masa jabatan Kepala Desanya telah berakhir.
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Pemilihan Kepala Desa serentak tentu menjadi tantangan tersendiri
bagi Pemerintah Daerah untuk mampu mengakomodasi secara merata
seluruh kebutuhan Desa dalam menyelenggarakan pemilihan, melihat jumlah
desa yang melaksanakan demokrasi ini cukup banyak, belum lagi ditambah
biaya pelaksanaan pemilihan sebagian dibebankan pada APBD, menambah
tugas daerah dalam menjalankan pengawasannya. Jika ditinjau dari sisi
pengawasannya, pemerintah daerah juga harus kerja ekstra mengingat
secara geografis letak desa-desa di Kabupaten Bone tidak semuanya dekat
dengan Ibukota Kabupaten, sehingga untuk tetap menjaga iklim pemilihan
yang demokratis disetiap Desa, maka peran Pemerintah Daerah sangat
dibutuhkan.
Hal ini dalam pembuatan kebijakan selalu mempertimbangkan faktor
efisiensi dan efektifitas. Seperti halnya dalam penetapan Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang Desa tentu
sangat mempertimbangkan kedua faktor tersebut, termasuk di dalamnya
pemilihan Kepala Desa. Bagaimana kemudian pemilihan dapat berjalan lebih
efektif dan efisien, sehingga penyelenggaraan (Pemerintah Daerah) lebih
banyak diuntungkan. Implementasi Undang-Undang ini telah dibuktikan
dengan terselenggaranya Pilkades serentak di Kabupaten Bone. Sehingga
akan terlihat jelas bagaimana undang-undang baru ini menjawab persoalan
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pemerintah selama ini. Seperti yang diungkapkan Mantan Kepala Bagian
Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Drs.Andi Haidar,M.M bahwa :
“keuntungan dari Pilkades Serentak ini lebih besar dan lebih banyak,
dibanding dengan pemilihan yang lalu-lalu. Keuntungannya kita tidak
lagi mengeluarkan begitu banyak anggaran, kenapa karena tidak lagi
kita bentuk beberapa kali panitia, dan tidak lagi terlalu banyak kepala
desa yang berbeda-beda masa jabatannya, kalau mau berdasarkan
akhir masa jabatannya Badan Bina Pemerintahan Desa, maka pemdes
bekerja satu tahun hanya untuk melakukan pemilihan kepala desa,
artinya mungkin sampai 4 tahun kedepan Pemdes hanya melakukan
pemilihan kepala desa tidak ada tugas-tugas pemerintahan lain yang
bisa terselenggara. Mulai dari tahapan, setiap tahapan itu minimal 97
hari setiap desa, jadi kalau misalnya dalam satu tahun itu ada yang
bervariasi akhir masa jabatannya berarti satu tahun itu Pemdes hanya
melakukan pemilihan kepala desa tidak melakukan tugas-tugas lain.
Dengan serentaknya pemilihan seperti pada gelombang pertama, 177
kepala desa yang berakhir masa jabatannya satu kali pemilihan jadi
tidak lagi berbeda beda masa jabatannya, kalau satu berkahir berarti
berakhir semua sehingga dengan mudah untuk mengontrol dan
mengawasinya.”41
Tugas Pemerintahan Desa bukan hanya menyelenggarakan Pilkades,
tetapi  juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat
desa. Sebelum adanya undang-undang yang mengatur khusus Desa, bagian
Pemdesa Kabupaten hanya mampu menyelenggarakan pilkades saja, hali ini
karena keterbatasan waktu dengan jumlah Desa yang lumayan banyak di
Kabupaten Bone.
41 Hasil wawancara dengan mantan Kepala Bagian Bina Pemerintahan Desa Kabupaten Bone, pada
tanggal 18 Januari 2017 pukul 10.14 WITA.
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Mantan Kabag Pemdes Kabupaten Bone sendiri mengakui bahwa
banyak kelebihan dari pelaksanaan  Pilkades serentak ini , mulai dari
penghematan waktu dan biaya, manajemen sumber daya yang memadai,
sampai dengan terlaksananya tugas-tugas pemerintahan yang lain dan tidak
hanya berfokus pada proses pemilhan kepala desa saja. Pada pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa gelombang pertama, sebanyak 177 Desa yang
tersebar di 24 Kecamatan di Kabupaten Bone yang ikut serta dalam hajatan
demokrasi ini.
4.2.1.1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Benteng Tellue Kecamtan
Amali Kabupaten Bone.
Jika dilihat dari prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan maka
untuk mengukur demokratis tidaknya pemilihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dapat dilihat dari tahpan-tahapannya. Tahapan yang
dimaksud adalah tahapan persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara.
Untuk itu penulis akan uraikan secara detail pelakssanaan Pilkades di Desa
Benteng Tellue.
1. Tahapan Persiapan
Tahapan persiapan sebagaiaman yang dimaksud pada peraturan Dareah
Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
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a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa.
1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6
(enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
2) Kepala Desa mennyampaikan laporan penyelenggaraan
pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada
BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberitahuan sebagaiamana dimaksud pada penjelasan
sebelumnya.
3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada penjelasan kedua merupakan syarat administrasi
bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode
berikutnya.
b. Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan
Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
1. Panitia Pemilihan Kabupaten
a) Panitia pemilihan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam
bentuk keputusan, paling lama 30 hari sejak terbentuknya
panitia pemilihan tingkat desa.
b) Jumlah panitia pemilihan kabupaten sebagaiaman dimaksud
disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah.
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c) Panitia pemilihan kabupaten bertanggung jawab kepada bupati.
d) Tugas dan wewenang panitia pemilihan kabupaten, meliputi :
1. Merencanakan, mengkordinasikan dan menyelenggrakan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.
2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan emilihan terhadap
oanitia pemilihan tingkat desa.
3. Melaksanakan ujian bakal calon.
4. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
5. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
6. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepa panitia pemilihan
tingkat desa.
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada
tingkat kabupaten.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan
dengan keputusan bupati.
e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas
kewenangan panitia pemilihan kabupaten diatur dalam
peraturan bupati.
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2. Panitia Pemilihan Tingkat Desa
a) Panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan oleh BPD dalam
bentuk keputusan, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak
pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa.
b) Panitia Pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur Perangkat
Desa, pengurus lembaga masyarakat desa dan tokoh
masyarakat desa.
c) Susunan panitia pemilihan tingkat desa terdiri dari seorang
ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap
anggota, seorang bendahara merangkap anggota, dan
beberaapa orang anggota.
d) Jumlah panitia pemilihan tingkat desa paling sedikit 5 orang dan
paling banyak 7 orang.
e) Dalam hal pemilihan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS ,
maka panitia pemilihan tingkat desa dapat mengangkat ketua
dan petugas TPS dalam bentuk surat keputusan.
f) Panitia pemilihan tingkat desa, ketua dan petugas TPS
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapannya.
g) Panitia pemilihan tingkat desa sebelum melaksanakan tugasnya
terlebih dahulu menandatangani fakta integritas.
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h) Dalam hal panitia pemilihan tingkat desa memiliki hubungan
darah dengan calon maka BPD memberhentikan yang
bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan
dengan keputusan BPD.
i) Tugas dan wewnang Panitia pemilihan tingakat desa, meliputi :
1. Mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum
berakhirnya maa jabatan Kepala Desa.
2. Merencanakan, mengkordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan pemilihan.
3. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui camat.
4. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan.
5. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon .
6. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan.
7. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan.
8. Menetapkan nomor urut calon.
9. Menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan
kampanye.
10.Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengakpan dan TPS.
11.Melaksanakan pemungutan suara.
12.Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
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13.Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan.
14.Menetappkan bakal calon dan calon terpilih.
15.Mangangkat dan menetapkan ketua dan petugas TPS.
16.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
17.Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan pemilihan.
i) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, panitia
pemilihan tingkat desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan
penuh tanggung jawab.
j) Panitia pemilihan tingkat desa bertanggung jawab kepada BPD.
c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati
d. Penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan
e. Penyusunan tata tertib pemilihan; dan
f. Penyusunan dan pengajuan rencana biaya pemilihan
Dari semua tahapan persiapan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku, terkhusus untuk pembentukan panitia
pemilihan, telah dibentuk panitia pemilihan tingkat desa. Panitia ini nantinya
yang akan melaksanakan segala tahapan pemilihan yang bersifat teknis
maupun non teknis pada tingkat desa. Panitia ini dibentuk atas inisiasi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat.
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Berikut nama-nama panitia pemilihan tingkat Desa Benteng Tellue yang telah
ditetapkan dan dipilih berdasarkan kesepakatan dan aturan perundang-
undangan.
Tabel 4.4
Nama-Nama Panitia Pemilihan Kepala Desa Benteng Tellue
No Nama Jabatan
1, Muh. Arif, S.Pd Ketua
2. Haedar, S.Pd Sekretaris
3. Sudirman,S.Pd Bendahara
4. Muh.Ali Anggota
5. Sigi Anggota
Sumber: BPD (Surat Keputusan BPD Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Benteng Tellue)
Sebelum penetuan dan penetapan panitia pemilihan, terlebih dahulu
telah diadakannya rapat yang diprakarsai oleh Badan Permusyawaratan
Desa dan diundang seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat.
Diadakannya rapat sebagai upaya BPD agar nantinya terpilih panitia yang
benar-benar netral dan menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti yang
diungkapkan Ketua BPD Desa Benteng Tellue yakni:
“Saya selaku ketua BPD Desa Benteng Tellue, melakukan rapat kemudian
untuk menghasilkan kesepakatan, dan kebetulan anggota BPD disini
berjumlah 5 orang dengan mengundang unsur-unsur masyarakat untuk
diikutkan dalam rapat hal membentuk panitia pemilihan, kami mengambil
kesepakatan bahwa di Desa Benteng Tellue ini terdapat 3 dusun jadi wakil
dari 3 dusun itu masing-masing 1 orang dengan kriteria yanng ada pada
aturan daerah, dan rata-rata panitia kami itu sarjana. Yang saya tekankan
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bahwa mereka betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan,
dengan artian harus bersifat netral.”42
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Panitia Pelaksanan Pemilihan
Desa Benteng Tellue Muh.Arif,S.Pd.I mengatakan bahwa: ”Pembentukan
Paniti Pemilihan Kepala Desa dibentuk di Desa sendiri oleh ketua BPD dari
berbagai perwakilan yakni diambil dari perwakilan setiap dusun yang
berjumlh 5 orang termasuk ketua Panitia”.43
Sesuai dengan penjelasan Ketua BPD Desa Benteng Tellue dan
dibenarkan oleh ketua panitia pemilihan bahwa dalam penentuan panitia
dilaksanakan secara musyawarah (rapat) dengan melibatkan berbagai unsur
(perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat). Dilibatkannya berbagai unsur
dalam penentuan panitia pemilihan menggambarkan bahwa BPD telah
menjalankan mekanisme pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku serta
tak melupakan budaya musyawarah sesuai dengan tuntutan demokrasi.
2. Tahapan Pencalonan
Tahapan Pencalonan sebagaiamana tertuang dalam peraturan daerah
Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 yaitu :
a. Penjaringan Bakal Calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman
dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
42 Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali, Pada Tanggal 30
Januari 2017 pukul 09.55 Wita.
43 Hasil Wawancara Dengan Ketua Panitia pemilihan Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali, Pada
tanggal 30 Januari 2017 pukul 13.45
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a) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon
1. Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling
lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan panitia pemilihan tingkat
desa dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran
dilaksanakan.
2. Pengumuman dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan
3. Pengumuman dalam bentuk tertulis berisi batas waktu
pendaftran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada
tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
4. Pengumuman dalam bentuk lisan disampaikan ditempat-tempat
umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat
calon.
5. Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan
tingkat desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
6. Apabila waktu pendaftaran bakal calon telah berakhir dan bakal
calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan
perpanjangan waktu pendaftaran.
7. Perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
8. Apabila perpanjangan waktu pendaftaran telah dilakukan dan
jumlah bakal calon tetap 1 (satu) orang, maka pelaksanaan
pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada gelombang
berikutnya.
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9. Penundaan pemilihan dibuat dalam berita acara penundaan
pemilihan.
10.Apabila penundaan pemilihan melewati akhir masa jabatan
kepala desa, maka jabatan kepala desa dilaksanakan oleh
pejabat kepala desa dari PNS.
b) Tata cara pendaftaran bakal calon :
1. Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon
kepada bupati melaluli panitia pemilihan tingkat desa pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2. Surat permohonan dibuat 4 (empat) rangkap dengan tulisan
tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp 6.000,00
(enam ribu rupiah).
3. Surat permohonan dilengakapidengan persyaratan calon.
4. Apabila pesyaratan calon belum lengkap atau atau tidak
sempurna pada saat pendaftaran, maka permohonan
pendaftaran bakal calon diberika waktu paling lama 3 (tiga)
hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
5. Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan
dna/atau penyemournaan persyaratan calon diberikan bukti
pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis
persyaratan yang telah diajukan.
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6. Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan
dan/atau penyempurnaan peryaratan calon dapat diwakilkan
dengan memoerlihatkan surat kuasa.
c) Penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian,
verifikasi, dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
1. Penelitian syarat calon :
1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian terhadap
persyaratan calon meliputi verifikasi dan klarifikasi
kelengkapan dan keabsahan adminstrasi pencalonan dalam
waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
2) Untuk kepentingan penelitian, panitia pemilihan tingkat desa
dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan
mendapatkan surat keterangan dari instansi bersangkutan.
3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang
dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan tingkat desa
mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran dalam
penjaringan ulang paling lama 20 (dua puluh) hari.
4) Pelaksanaan pendaftaran ulang tidak termasuk bagi bakal
calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap
kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan
pemilihan sampai pada gelombang berikutnya.
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d. Ujian bakal calon :
1. Ujian bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat
kabupaten paling lama 3 (tiga) hari.
2. Ujian bakal calon dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis dan
ujian lisan.
3. Hasil dari ujian bakal calon ditetapkan dalam suatu daftar nilai
berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing
bakal calon yang ditandatangani oleh panitia pemilihan kabupaten.
4. Hasil ujian bakal calon diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat
desa dalam keadaan tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ujian bakal calon dilaksanakan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian bakal calon
diatur dalam peraturan bupati.
e. Penetapan dan pengumuman calon;
1. Penetapan calon :
a) Bakal calon ditetapkan menjadi calon oleh panitia pemilihan
tingkat desa dalam bentuk keputusan.
b) Calon yang ditetapkan paling sedikit 2 (orang) dan paling
banyak 5 (lima) orang.
c) Calon tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon.
d) Panitia  pemilihan tingakat desa mengumumkan calon
mengumumkan calon kepada masyarakat baik lisan maupun
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tertulis pada ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
e) Dalam hal 2 (dua) calon yang ditetapkan, salah satunya
meniggal dunia sebelum pencoblosan maka panitia pemilihan
tingkat desa menunda pelaksaan proses pemilihan dengan
membuat berita acara dan melaporkan kepada BPD untuk
disampaikan kepada Bupati.
f) Dalam hal penundaan pelaksanaan proses pemilihan, Bupati
menunda pelaksanaan pemilihan dan dimasukkan pada
kelombang berikutnya.
f. Nomor urut calon :
1. Nomor urut calon ditentukan paling lama 2 (dua) hari sebelum
kampanye dilaksanakan.
2. Penentuan nomor urut calon dilakukan dengan cara pencabutan
nomor (sistem undi) yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan
tingkat desa.
3. Tatacara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon di tentukan
oleh pantia pemilihan tingkat desa secara terbuka dan tidak
memihak.
4. Pelaksanaan pencabutan nomor urut dituangkan dalam berita
cara dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan panitia
pemilihan tingjat desa.
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5. Nomor urut calon yang telah ditetaapkan diumumkan
disosialisakan oleh panitia pemilihan tingkat desa dan masing-
masing calon.
g. Pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
1. Yang mempunyai hak untuk memilih adalah :
a) Warga Negara Republik Indonesia.
b) Bedomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya
6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih
sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan penduduk dan kartu keluarga.
c) Pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
d) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
e) Tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
2. Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda
menerangkan usia dan/atau tanggal lahir pemilih maka yang
diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan
oleh instansi resmi.
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak
lagi memenuhi syarat, tidak dapat menggunakan hak memilih.
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4. Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat
desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk
mendaftarkan pemilih.
5. Pendaftaran pemilih dilaksanakan dengan mengelompokkan
pemilih berdasarkan dusun tempat tinggal pemilih.
6. Pemilih yang telah terdaftar dimutakhirkan dan di validasi oleh
panitia pemilihan tingkat desa sesuai data penduduk di desa.
7. Pemutakhiran dilakukan berdasarkan pada :
a) Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu
pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur  17 (tujuh
belas) tahun.
b) Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
menikah.
c) Telah meninggal dunia.
d) Pindah domisili ke desa lain.
e) Belum terdaftar sebagai penduduk pada desa yang
bersangkutan.
f) Dusun tempat tinggal pemilih.
8. Berdasarkan daftar pemilih panitia peilihan tingkat desa
menyusun nama pemilihan secara alfabetis pada masing-
masing Dusun dan menetapkannya sebagai DPS.
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9. DPS diumumkan paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan
pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca
oleh pemilih atau masyarakat setiap Dusun yang bersangkutan.
10.Dalam jangak waktu pengumuman pemilih atau masyarakat
umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada
panitia pemilihan tingkat desa agar dilakukan perbaikan pada
DPS dalam hal :
a) Kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya.
b) Pemilih  yang terdaftar sudah meninggal dunia.
c) Pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang
bersangkutan.
d) Pemilih yang sudah nikan dibawah umur 17 (tujuh belas)
tahun.
e) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi
syarat  sebagai pemilih.
f) Pemilih yang terdaftar pada suatu dusun bukan penduduk
dusun yang bersangkutan.
11.Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia
pemilihan tingkat desa segera mengadakan perbaikan DPS
sebagaimana mestinya.
12.Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, secara aktif
melaporkan kepada panitia pemilihan tingkat desa secara
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langsung atau melalui kepala dusun/pengurus rukun
tangga/rukun warga.
13.Pemilih didaftar sebagai pemilih tambahan.
14.Pendaftaran pemilih tambahan dilaksanakan paling lama 3
(tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS berakhir.
15.Pemilih tambahan ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat
desa.
16.Daftar pemilih tambahan yang telah ditetapkan, diumumkan
oleh panitia pemiliha tingkat desa dengan menempelkan nama-
nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan
dibaca oleh masyarakat pada setiap dusun.
17.Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan, dilaksanakan
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berkhirnya jangka
waktu pendaftaran pemilih tambahan.
18.Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan
DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan
sebagai DPT.
19.DPT diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih
pada tempat-tempat yang startegis pada setiap dusun untuk
diketahui oleh masyarakat pada dusun yang bersangkutan.
20.Jangka waktu pengumuman DPT paling lama 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya DPT.
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21.DPT tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang
meninggal dunia, maka panitia pemilihan tingkat desa
membutuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT
dengan tulisan “Meninggal Dunia”.
22.Panitia pemilihan tingkat desa memberikan surat panggilan
kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan tanda terima
paling lama 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
23.Pemilih yang belum menerima surat panggilan dapat meminta
kepada panitia pemilihan tingkat desa paling lama 2 (dua) jam
sebelum pemilihan calon dilaksanakan.
24.Apabila surat panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta
pengganti dengan mengisi blanko yang disediakan panitia
pemilihan tingkat desa.
25.Surat panggilan digunakan pemilih untuk mendapatkan surat
suara pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan.
26.Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak
mendapatkan surat panggilan, pemilih yang bersangkutan
dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan
Kartu Tanda Penduduk  dan/atau Kart Keluarga yang masih
berlaku.
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h. Pelaksanaan kampanye calon
1. Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan
bertanggung jawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa.
2. Kampanye dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir
sebelum dimulainya masa tenang.
3. Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada panitia
pemilihan tingkat desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum
kampanye dimulai.
4. Pelaksanaan kampanye pada hari pertama diselenggarakan
secara terpadu oleh panitia pemilihantingkat desa untuk
mendengarkan visi dan misi masing-masing calon.
5. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka
waktu masa jabatan Kepala Desa.
6. Misi merupakan program yang ingin dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan visi calon.
7. Tata cara pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh panitia
pemilihan tingkat desa dalam tata tertib kampanye.
8. Setiapcalon dapat melakukan kampanye dalam waktu yang telah
ditentukan, dengan cara:
a) Pertemuan terbatas
b) Tatap muka
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c) Dialog
d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
e) Pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain
yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa
f) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan.
9. Setiap calon wajib memperhatikan dan menjaga etika, estetika
dalam pelaksanaan kampanye.
10.Pelaksanaan waktu dan tempat kampanye diatur secara adil dan
merata oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan
mempertimbangkan usul dan saran para calon.
11.Setiap calon dan pelaksanaan kampanye, dilarang melakukan
sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
a) Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon
dan/atau calon yang lain
d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau
masyarakat
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e) Mengganggu ketertiban umum
f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok
anggota masyarakat dan/atau calon yang lain
g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon
h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempazt
pendidikan.
i) Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon
lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang
bersangkutan
j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta kampanye.
12.Selain larangan calon dan pelaksanaan kampanye dalam kegiatan
kampanye dilarang mengikutsertakan:
a) Kepala Desa
b) Perangkat Desa
c) Anggota Badan Permusyaratan Desa.
i. Masa tenang.
1. Masa tenang dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah
berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari
pemungutan suara.
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2. Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan
aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan
maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa
tenang.
Pada tahapan ini panitia pemilihan membuka pendaftaran bagi
masyarakat yang ingin mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa. Bakal
Calon Kepala Desa harus melalui verifikasi berkas dan ujian bakal calon yang
telah diatur mekanismenya oleh panitia. Untuk verifikasi bakal calon panitia
pemilihan tingkat desa diberikan kepercayaan untuk menjaring bakal calon
dari sisi kelengkapan adminstratifnya apakah telah sesuai dengan
persyaratan atau belum. Sementara untuk ujian bakal calon menjadi calon
menjadi tanggung jawab dan diselenggarakan panitia tingkat Kabupaten.
Berikut nama-nama bakal calon yang telah dinyatakan lulus pada tahap
verifikasi berkas.
Tabel 4.5
Daftar Nama-Nama Bakal Clon Kepala Desa Benteng Tellue
No Nama Pendidikan Pekerjaan Agama
1. Hj. Satirah Messangeng/02 Mei 1972
Madrasah
Aliyah Wiraswasta Islam
2. Supyan
Kallimpo/ 20
November
1972
SMA Wiraswasta Islam
3. Mahyuddin
Benteng
Tellue/ 24 Juni
1973
SMA Wiraswasta Islam
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Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Penyempurnaan
Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Benteng Tellue)
Dari daftar bakal calon yang lulus verfikasi berkas seperti yang terlihat
pada tabel diatas, semua telah lulus ujian seleksi di kabupaten yang
diselenggarakan oleh panitia tingkat kabupaten.
Asumsi banyak orang bahwa dalam penjaringan calon kepala desa
hanya sebatas prosedural semata, karena tidak mempertimbangkan
kompetensi calon, berbeda dengan penjaringan calon legislatif ataupun calon
kepala daerah yang betul-betul dilakukan penyeleksian sesuai dengan
kompetensi mereka. Namun pemahaman banyak orang ternyata tidak
terbukti, ini terlihat di desa Benteng tellue yang setelah terpilihnya sebagai
Kepala Desa ia dilaporkan menggunakan ijazah palsu, tetapi panitia
pemilihan tingkat desa telah membuktikan bahwa ijazah yang di gunakan itu
telah dilegalisir oleh instansi tersebut, seperti yang di ungkapkan oleh Ketua
Panitia Pemilihan Tingkat Desa Benteng Tellue, yaitu :
“dalam Undang-Undang itu tentang persyaratan calon, apabila dia
sudah memiliki foto copy ijazah yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang, maka itu yang akan dikelola. Apabila tidak ada yang diatur
diperda otomatis dia terkendala di panitia, tetapi kesemua faktor
pendukung ini ada semua .”44
Dengan pernyataan diaatas bahwa panitia pemilihan tingkat desa telah
melakukan tugasnya sesuai dengan prosedural yang ada, senada yang
44 Hasil Wawancara Dengan Ketua Panitia pemilihan Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali, Pada
tanggal 30 Januari 2017 pukul 13.45 Wita
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disampaikan oleh mantan Kepala bagian pemerintahan Desa, Bapak Drs.
A.Haedar, M.M, yaitu:
“kita sebagai panitia hanya menyeleksi kelengkapan dari pada calon
yang berkasnya, berkas calon diseleksi apabila ada yang dianggap tidak
memenuhi syarat maka kita akan batalkan, tetapi apa yang mereka
ajukan semua memenuhi syarat, foto copy ijazahnya dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang, kemudian semua kelengkapan-kelengkapan
berkasnya seperti SKCK nya dan keterangan penduduknya semua
memenuhi syarat, jadi kita loloskan, setelah ada laporan setelah dia
terpilih dan ketentuannya bahwa paling lama 1 (satu) bulan dinyatakan
terpilih harus dilantik, kalau ada proses hukum silahkan diproses nanti
setelah ikrar, kalau memang terbukti diberhentikan, baru dilakukan
pemilihan ulang, tetapi sampai saat ini belum ada pembuktian bahwa
ijzahnya itu palsu, hanya laporannya bahwa menggunakan ijazah palsu,
tapi setelah diproses secara hukum tidak bisa dibuktikan”45
3. Tahapan Pemungutan Suara
Dalam Tahapan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 bahwa ada dua tahapan
pemungutan suara yakni :
a. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan surat suara
1. Waktu, tempat dan peralatan pemungutan suara:
a) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari tanggal yang telah
ditentukan oleh Bupati
b) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul
08.00 sampai dengan 13.00 Waktu Indonesia Tengah
45 Hasil Wawancara Dengan Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Desa , Pada 18 Januari 2017 Pukul
10.14 Wita
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c) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan
dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
d) TPS dapat dibuat pada disetiap Dusun untuk penduduk
Dusun yang bersangkutan atau 1 (satu) TPS gabungan dusun
atau lebih dari 1 (satu) TPS gabungan Dusun bagi pemilih dari
beberapa Dusun dengan menempatkannya pada lokasi yang
mudah dijangkau oleh pemilih dari Dusun yang bersangkutan.
e) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia
Pemilihan Kabupaten
f) Peralatan sudah berada ditempat pemilihan sebelum
pemungutan suara dilaksanakan.
2. Pelaksanaan Pemungutan Suara
a) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon
berhak berada ditempat yang disediakan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.
b) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan, digantikan
dengan menempelkan foto dan nomor urut calon pada kursi
yang dipersiapkan untuk calon.
c) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat
untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan
perhitungan surat suara.
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d) Surat mandat saksi calon diserahkan kepada Panitia
Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 ( satu) hari sebelum
pemungutan suara dilakasanakan.
e) Saksi calon berhak mengajukan pertanyaan, kebertan dan
penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili
kepentingan calon berkaitan dengan pelaksanaan
pemungutan suara dan perhitungan surat suara.
f) Saksi calon ditempatkan pada tempat yang mudah memantau
jalannya pemungutan dan perhitungan surat suara.
g) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan
Tingkat Desa melakukan kegiatan:
1) Mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati
tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala
Desa
2) Membuka dan pengeluaran seluruh isi kotak suara
3) Mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis
dokumen dan peralatan
4) Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara, dan
5) Menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan
hasil coblosan.
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h) Kotak suara yang tela terbuka dan dikeluarkan isinya, kembali
ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi
cap stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan
kosong setelah meyakinkan kepada calon/saksi, pemilih,
BPD, dan Pengawas.
i) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibuatkan berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan
Tingkat Desa atau ketua TPS atau yang mewakili bersama
dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia
Pemilihan Tingkat Desa, serta dapat ditandatangani oleh
saksi dari calon.
j) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak
kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat
Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili.
k) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh
Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pemanggilan
berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun
Pemilih.
l) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat
suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Panitia
Pemilihan Tingkat Desa mengganti dengan surat suara yang
baru.
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m) Pemilih memberikan suara melalui surat suara dalam bilik
suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.
n) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos nama,
foto atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat
suara.
o) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta
pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang
keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
p) Pergantian surat suara hanya 1 (satu) kali.
q) Surat suara yang telah tercoblos pemilih memasukannya
kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.
r) Setiap pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk
mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat
fisik karena atas permintaannya sendiri.
s) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang
membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.
t) Dalam hal pemilih sakit atau sedang menjalani hukuman
penjara yang membuatrnya tidak dapat mendatangi TPS
dapat memberikan suara pada TPS khusus berdasarkan
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kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan seluruh
saksi atau calon.
3. Quorum Pemungutan Suara
a) Pemungutan suara dinyatakan quorum apabila dihadiri
pemilih yang menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya
½ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah DPT yang telah
dutetapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
b) Apabila quorum belum tercapai, maka waktu pemungutan
suara diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.
c) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan dan quorum
belum tercapai, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa tetap
melanjutkan penghitungan suara dan hasilnya dinyatakan sah
serta dimuat dalam berita acara pelaksanaan.
4. Perhitungan Surat Suara dan Pengumuman Calon Terpilih
a) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu
pemungutan suara.
b) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan TPS gabungan
dusun, penghitungan surat suara dilaksanakan tersendiri dan
terpisah dengan masing-masing dusun.
c) Penghitungan surat suara dilaksanakan dengan cara:
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1) Pantia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak
suara serta membuka dan memulai penghitungan surat
suara.
2) Setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara
diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk
mengetahui kondisi sur4at suara dan suara yang diberikan
kepada calon.
3) Menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat
suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan
sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh
semua saksi yang hadir
4) Surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam
kotak suara.
d) Sebelum penghitungan suara dimulai, Pantia Pemilihan
Tingkat Desa menghitung secara umum:
1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan
2) Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
3) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena
rusak atau keliru dicoblos.
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e) Perhitungan surat suara harus seslesai di TPS pada hari
pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi
calon, BPD, Pengawas dan Warga Masyarakat.
f) Surat suara dianggap sah apabila:
1) Menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
2) Surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan
Tingkat Desa atau ketua TPS atau yang mewakili masing-
masing
3) Tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain
selain yang telah ditetapkan
4) Tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi
empat yang memuat satu calon
5) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang
telah ditentukan
6) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam satu
kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama
calon.
7) Surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk
8) Menggunakan alat pencobos yang disiapkan Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.
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g) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau
tidakanya coblosan surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat
Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan
musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.
h) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam
berita acara pemilihan calon.
i) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat
Desa membuat berita acara penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat
ditandatangani oleh saksi atau calon.
j) Berita acara dimasukkan dalam sampul khusu yang
disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
1) Sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-
masing saksi atau calon yang hadir.
2) Sebanyak 1 (satu) eksamplar disimpan dalam kotak suara
bersama dengan surat suara, dokumen administrasi dan
peralatan pemungutan suara lainnya
3) Sebanyak 1 (satu) eksamplar ditempelkan pada tempat
umum.
k) Panitia pemilhan menyerahkan berita acaraa hasil
penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan
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administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada
BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
l) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di
TPS, disimpan dikantor Desa atau ditempat lain yang terjamin
keamanannya.
b. Pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan;
1. Penetapan calon terpilih
a) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari
jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih.
b) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperleh
suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu), calon terpilih
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengn
jumlah pemilih terbanyak.
c) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa
dengan TPD hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan
berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih
terbesar.
d) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada dusun
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yang sama dengan 1 (satu)  TPS atau lebih dari 1 (satu) TPS
maka calon terpilih adalah calon yang memiliki tingkat
pendidikan yang lebih tinggi.
e) Dalam hal tingkat pendidikan sama maka calon terpilih adalah
calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian
bakal calon.
2. Pelaporan dan pengesahan
a) Pantia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih
kepada BPD dengan tembusan kepada Camat palign lama 7
(tujuh) hari setelah pemungutan suara.
b) BPD melaporkan calon terpilih kepada Bupati melalui Camat
palin g lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari
Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
c) Laporan BPD sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan
pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa, kepada
Bupati.
d) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan
dalam bentuk keputusan Bupati.
e) Keputusan diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD.
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Pemberian suara dalam pemilu merupakan wujud partisipasi dalam
politik, kegiatan ini tidak sekedar hanya pemilihan memberikan suaranya
namun sebelumnya terdapat rangkaian proses mengapa seseorang
memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak. Pada tahapan ini,
mekanisme pemungutan suara dulaksanakan dan diatur di tempat
pemungutan suara (TPS). Pemungutan dan perhitungan suara adalah
peristiwa paling menentukan apakah calon terpilih sebagai Kepala Desa
ataupun gagal bedasarkan suara yang diberikan oleh masyarakat desa yang
mempunyai hak pilih. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan
pemungutan hingga perhitungan suara dapat dilihat dari kondisi TPS yang
baik dan aman, pemungutan suara dilaksanakan dengan aman dan tertib
serta perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka dan jujur, juga tingkat
partisipasi masyarakat tinggi.
Menurut Kepala Desa terpilih Benteng Tellue Hj. Satirah
mengungkapkan bahwa :
“Pelaksanaan pilkades menurut saya sudah bagus tidak ada yang
ditemukan kecurangan, semuanya berjalan sesuai dengan aturan,
semua itu karena kesiapan panitia pemilihan, dan saya melihat antusias
masyarakat untuk memilih Kepala Desa sasuai dengan hatinya tidak
ada introfensi dari pihak manapun, sehingga pemilihan kemarin sudah
saya anggap demokratis.”46
46 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali, Pada tanggal 09 Januari
2017 pikul 11.20 Wita
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Pernyataan kepala desa terpilih melihat bahwa masyarakat sudah
mengenal yang namanya berdemokrasi. Msyarakat kemudian mulai sadar
dengan memilih pemimpin mereka sesuai dengan hati nuraninya, tanpa
harus tertekan oleh kelompok tertentu.
Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh masyarakat, yang
mengemukakan bahwa:
“Proses pemungutan suara berjalan dengan lancar sesuai apa yang
telah diaturkan, masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS
sampai pas pukul 12 hampir semua memberikan hak suaranya sekitar
900-an yang hadir”47
Selain dari pelaksanaan pemungutan suara di TPS berjalan dengan
aman dan tertib. Salah satu indikator demokratis tidaknya pemilihan adalah
netralitas dari panitia pemilihan, dilihat dari bagaimana mereka menjalankan
fungsinya sesuai dengan aturan. Sehingga segala bentuk dokumen pemilihan
harus ditransparankan ke wajib pilih. Pelaksanaan Pilkadesa di Desa
Benteng Tellue sendiri berdasarkan kalkulasi dari panitia pemungutan suara
di TPS telah didapatkan wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan
rincian surat suara sebagai berikut:
47 Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat, pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 13.55 Wita
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Tabel 4.6
Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Desa Benteng Tellue
Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap 1051 Pemilih
Jumlah Pemilih Yang Datang Menggunakan Hak Pilih 920 Pemilih
Jumlah Pemilih Yang Tidak Datang Menggunakan Hak Pilih 131 Pemilih
Jumlah Surat Suara 1271 Lembar
Surat Suara Yang Diberikan Kepada Pemilih 920 Lembar
Jumlah Surat Suara Yang Masuk 1271 Lembar
Jumlah Suara Yang Dinyatakan Tidak Sah 7 Lembar
Jumlah Suara Yang Dinyatakan Sah 913   Lembar
Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Benteng Tellue)
Dari rincian surat suara tersebut kemudian diumumkan langsung
ditempat pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon Kepala Desa yang
berhak dipilih dan saksi, serta warga masyarakat ditempat pemilihan.
Berdasarkan tabel diatas dari hasil perhitungan suara sah, masing-
masing calon memperoleh suara sebagai berikut :
Tabel 4.7
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Kepala Desa Benteng Tellue
No Nama Calon Jumlah Suara
1. Hj. Satirah 461 Suara
2. Supyan 397 Suara
3. Mahyuddin 55 Suara
Jumlah 913 Suara
Sumber : Dokumen Pemilihan (Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Benteng Tellue)
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Dari hasil perolehan suara merujuk pada hasil suara terbanyak,
pemilihan Kepala Desa Benteng Tellue dimenangkan oleh calon nomor urut
satu (1), denga  perolehan 461 suara. Jika dihitung dari jumlah surat suara
yang dinyatakan sah 1681 suara berarti dukungan masyarakat Benteng
Tellue yang memilih calon nomor urut satu sekitar 50,49%. Sementara tingkat
partisipasi masyarakat atau yang menggunakan hak pilih terhitung dari daftar
pemilih tetap berarti partisipasi masyarakat sekitar 99,24%. Angka ini sudah
cukup mapan jika dibenturkan pada kesadaran masyarakaat dalam memilih
pemimpin mereka, serta kompetisi antar calon yang berjalan tertib.
Hasil pemilihan ini berarti Desa Benteng Tellue telah memiliki nahkoda
baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Jika pra pemilihan hingga hari
pemungutan suara iklim kompetisi antar calon sangat terasa, dan yang
ditakutkan adalah, masyarakat kemudian akan terpecah dalam beberapa
kelompok pasca pemilihan karena fantisme mereka akan calonnya masing-
masing. Tetapi wajah berbeda diperlihatkan oleh Desa Benteng Tellue yang
menanggapi sangat dewasa hasil pemilihan, dibuktikan dari hal-hal yang
ditakutkan seperti akan ada sekat-sekat antar kelompok masyarakat
nyatanya tidak terjadi. Seperti yang ungkapakan oleh Kepala Desa terpilih
Hj.Satirah mengatakan bahwa:
“dari pemilihan kemarin saya anggap berhasil, karen pasca pemilihan
masyarakat menerima hasil pemungutan suara, begitu pula dengan
112
calon lain, dengan basis memiliki suara di dusun lain, dan tidak
menyaka bahwa didusun tersebut sangat ramah”.48
Hal senada juga dikatan oleh calon yang tidak terpilih Mahyuddin,
menerangkan bahwa :
“Dalam pelaksanaan pemilihan kemarin saya menganggap itu sebuah
berhasil, melihat antusias masyarakat menerima hasil pemilihan, dan
saya sebagai calon yang tidak terpilihpun menerima hasil yang
diberikan, karena berkat ketidak adanya kecurangan, dan transparansi
dari panitia, mau tidak mau saya harus terima.”49
Dari hasil pemilihan di Desa Benteng Tellue memperlihatkan
kedewasaan para calon dan pemilih. Calon yang kalah betul-betul mengakui
kekalahannya dan masyarakat yang calonnya tidak terpilih juga sadar bahwa
dalam kompetisi ada menang dan ada kalah, sehingga hasil pemilihan tidak
membuat masyarakat untuk tidak mengakui Kepala Desa terpilih. Pasca
pemilihanpun masyarakat sudah tidak adanya kelompok dari masing-masing
calon dan segera melebur kembali dalam membangun Desa mereka.
Dari ketiga tahapan pelaksanaan mulai dari Tahapan persiapan
sampai Pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang
ada, seperti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa telah dilaksanakan
sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2015 dimana Panitia Pemilihan Tingkat
48 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali, pada tanggal 09 Januari
2017 pukul 11.20 WITA
49 Hasil wawancara dengan Calon Kepala Desa Tidak Terpilih, Pada Tanggal 25 Januari 2017 pukul
10.33 WITA.
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Kabupaten telah merencanakan, mengkordinasikan dan menyelenggarakan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten, dalam tugas dan
wewenang panitia pemilihan tingkat desa telah berjalan sesuai dengan aturan
yang ada, mulai dari mengumumkan akan dilaksankannya pemilihan sebelum
berakhir masa jabatan kepala desa, yang utama dalam verifikasi berkas
calon. Panitia pemilihan tingkat desa telah menjalankan penelitian terhadap
persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan
keabsahan adminstrasi pencalonan.
Panitia pemilhan tingkat desa telah melakukan verifikasi berkas
terhadap kepala desa Benteng Tellue sesuai dengan yang diatur dalam
perda tentang persyaratan calon, dimana apabila ia telah memiliki foto copy
ijazah yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, maka panitia
pemilihan tingkat desa akan mengelola berkas kepala desa tesebtu, karena
dianggap telah memenuhi persyaratan. Apabila hal tersebut tidak diatur di
dalam peraturan maka ia akan terkendala di pantia pemilihan tingkat desa.
Kasus ijazah palsu yang terjadi di Desa Benteng Tellue, yang di
laporkan oleh calon yang gagal terkait penggunaan ijazah palsu, di dalam
pelaporan tersebut mempermasalahkan keabsahan ijazah yang digunakan
oleh kepala Desa Benteng Tellue. Pengajuan persyaratan kepala desa
benteng tellue tidak memiliki ijazah asli dan hanya melampirkan surat
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keterangan pengganti ijazah Madrasah Ibtidayah dan surat keterangan
pengganti Ijazah Madrasah Tsanawiyah.
Setelah melakukan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dan kepala
sekolah datang untuk menjadi saksi di depan kepolisian maka kepolisian
melakukan atur damai dengan kedua bela pihak, karena telah dibuktikan
bahwa kepala desa Benteng Tellu tidak menggunakan ijazah palsu, dan
dalam pemeriksaan persyaratan calon kepala desa, panitia pemilihan tingkat
desa telah membuktikan juga bahwa ijazah tersebut disahkan oleh instansi
yang terkait.
4.2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pilkades di Desa
Benteng Tellue
Selama Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tentunya
banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut tentunya akan
mempengaruhi keberlangsungan pemilihan mulai dari tahapan awal
hingga ditetapkannya calon terpilih. Dalam melahirkan pemilihan yang
demokratis tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa
faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
4.2.2.1. Ketidak jelasan persyaratan calon
Melihat dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 masih dipandang perlu
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untuk diperbaiki, melihat Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1
Tahun 2015 Pasal 11 yang terdapat di dalamnya yaitu syarat calon, di
dalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang
keabsahan ijazah tingkat pendidikan, dan di dalam perda tersebut
tidak ada yang menyatakan bahwa tidak dibolehkan menggunakan
ijzah yayasan. dalam hal ini peraturan tersebut belum sempurna,
banyak hal di dalamnya tidak sempat diataur, misalnya salah satunya
ijazah palsu tidak terdapat aturan di dalam peraturan daerah tersebut.
Apabila telah terjadi penyimpangan maka harus ditindak lanjuti
lebih dalam lagi dan apabila memang terbukti harus menindak dengan
pemberian hukuman yang sesuai bagi pelakunya dan dapat dibatalkan
kemenangannya untuk menjadi Kepala Desa Terpilih. Kemudian
dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 Bab XII tentang pemberhentian
Kepala Desa seharusnya diatur di dalamnya mengenai Kepala Desa
yang menggunakan Ijazah palsu. Hal tersebut dipandang perlu untuk
menjadi pertimbangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
kedepannya. Solusi dalam hal ini yaitu peraturan daerah perlu
diperbaiki lebih lanjut lagi dengan secacra rinci atau jelas, agar segala
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksaan Pemilihan
Kepala Desa Serentak tidak lagi terulang kembali.
4.2.2.2. Kurang telitinya panitia pemelihan tingkat desa dalam
memverifikasi berkas calon.
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Kurang telitinya panitia pemelihan tingkat desa dalam
memverifikasi berkas calon sehingga terjadi penggunaan ijazah palsu
yang diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilih. Hal ini
mengindikasikan bahwa baiknya pemerintah daerah selaku
penyelenggara harus lebih menekankan lagi dalam tahapan
pencalonan, dan lebih ketat lagi dalam pemeriksaan berkas calon,
karena dalam pemilihanlah kita bisa melahirkan seorang pemimpin
yang betul-betul pemimpin yang dapat membangun desanya menuju
lebih baik lagi, serta mensejahterahkan rakyatnya yang jujur dan adil.
Solusi dalam hal ini Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
serentak yaitu adanya tim independen, yang terlepas dari pemerintah
daerah dan terlepas dari pemerintah desa maupun pemerintah
Kabupaten. Seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), ada baiknya
kepala desa diberikan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum, karena
ia memiliki Kepanitiaan sendiri dan lebih berpengalaman dalam
pemilihan, serta KPU (Komisi Pemilihan Umum) lebih independen
dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan lebih
baik lagi.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1.1. Kesimpulan
1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng
Tellue dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan hingga
pemungutan suara dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan
sesuai dengan prosedur tetapi harus lebih teliti lagi dalam
melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan calon yang meliputi
verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonan, sehingga tidak akan ada lagi calon yang menggunakan
ijazah palsu.
Pada tahapan persiapan panitia pemilihan telah
dimusyawarakan bersama seluruh elemen desa. Pada tahap
pencalonan panitia membuka peluang bagi seluruh masyarakat
yang telah memenuhi syarat serta melakukan penjaringan verifikasi
berkas dan ujian tertulis. Pada tahapan pemungutan suara berjalan
dengan aman dan lancar serta masyarakat yang menggunaka hak
suaranya ±87,54%. Angka yang lumayan baik jika diukur dari tingkat
partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin Desa.
2. Adapun Faktor yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa serentak adalah Pertama, ketidak jelasan
tentang persyaratan ijazah bagi calon. Kedua, Kurang telitinya
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panitia pemelihan tingkat desa dalam memverifikasi berkas calon,
sehingga terjadi penggunaan ijazah palsu yang diklaim oleh calon
kepala desa yang tidak terpilih.
1.2. Saran
1. Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Bone
yang jujur dan akuntabel perlu mereview kembali Peraturan Daerah
yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemilihan.
Disamping itu pemilihan perlu pengawasan dari pemerintah yang
lebih komprehensif dan independen denga cara lebih terbuka atau
transparansi.
2. Faktor yang mempengaruhi jalannya pemilihan adalah peraturan
perlu diperbaiki, kurang telitinya panitia pemelihan tingkat desa
dalam memverifikasi berkas calon. Sehingga pemerintah
dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, guna
untuk mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Di
Kabupaten Bone dimasa depan.
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Daftar Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I di Kabupaten 
Bone 
Kecamatan Desa DPT 
YANG 
DATANG 
MEMILIH 
PARTISIPASI 
DALAM 
PERSEN (%) 
1. Kecamatan 
Tellu 
Limpoe 
1. Desa Lagori 1.116 724 64.87 
2. Desa Gaya Baru 1.650 1051 63.70 
3. Desa Tapong 833 724 86.91 
4. Desa Tondong 555 496 89.37 
5. Desa Bonto 
Masungu 
780 628 80.51 
6. Desa Batu Putih 622 509 81.83 
2. Kecamatan 
Ulaweng 
1. Desa Lilina 
Ajangale 
2.084 1.803 86.52 
2. Desa Sappewalie 1.285 1.148 89.34 
3. Desa Tea Malala 723 646 89.35 
4. Desa Gakung 1.078 888 82.37 
5. Desa Timusu 1.155 802 69.44 
3. Kecamatan 
Amali 
1. Desa lili Riattang 680 624 91.76 
2. Desa Mattaro 
Purae 
1.635 1.274 77.92 
3. Desa Tassipi 1.030 911 88.45 
4. Desa Benteng 
Tellue 
1.051 920 87.54 
5. Desa Ta’cipong 952 769 80.78 
6. Desa Tocinnong 595 536 90.08 
4. Kecamatan 
1. Desa Tajong 1.294 1.111 85.86 
2. Desa Ulo 4.021 2.677 66.58 
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Tellu 
Siattinge 
3. Desa Lanca 1.523 1.239 81 
4. Desa Itterung 2.060 16.44 79.81 
5. Desa Mattoanging 1.203 1.096 91.11 
6. Desa Lamuru 1.203 1.096 71.14 
7. Desa Waji 1.906 1.556 81.68 
8. Desa Lea 1.440 926 65.31 
9. Desa Pada Idi 872 801 91.86 
10. Desa Patangnga  1.476 1.256 85.09 
11. Desa Pongka 1.496 1.221 81.62 
5. Kecamatan 
Dua Boccoe 
1. Desa Mario 1.997 1.418 71.01 
2. Desa Praja Maju 1.113 916 82.30 
3. Desa Tocina 670 557 83.13 
4. Desa Solo 644 591 91.77 
5. Desa Matajang 332 306 92.17 
6. Desa Sanrangeng 827 714 86.34 
6. Kecamatan 
Cenrana 
1. Desa Paccube 1.084 864 79.70 
2. Desa Watu 1.167 1.015 86.98 
3. Desa Nagauleng 756 634 83.86 
4. Desa Awang 
Cenrana 
1.907 1.637 85.84 
5. Desa Labotto 1.444 1.329 92.04 
6. Desa Cakkeware 1.581 1.396 88.30 
7. Desa Ajalasse 824 738 89.56 
8. Desa Watang Ta’ 933 848 90.89 
9. Desa Pusunge 524 507 96.76 
7. Kecamatan 
Awangpone 
1. Desa Matuju 943 810 85.90 
2. Desa Unra 1.433 1.085 75.72 
3. Desa Kading 1.261 971 77.00 
4. Desa Kajuara 1.079 1.019 94.44 
5. Desa Jaling 1.726 1.449 83.95 
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6. Desa Carigading 839 694 82.72 
7. Desa Mappolo 
Ulaweng  
605 541 89.42 
8. Kecamatan 
Palakka 
1. Desa Siame 918 766 83.44 
2. Desa Passempe  1.423 1.079 75.83 
3. Desa Mico .541  1.116  72.42  
4. Desa Tanah 
Tengnga 
1.289  1.071  83.09  
5. Desa Tirong 1.108  829  74.82  
6. Desa Mattanete 
Bua 
905  852  94.14  
7. Desa Maduri 605  443  73.22  
8. Desa Lemo Ape 1.713  1.389  81.09  
9. Kecamatan 
Ajangale 
1. Desa Manciri 1.372  1.110  80.90  
10. Kecamatan 
Sibulue 
1. Desa Pattiro Bajo 1.019  882  86.56  
2. Desa Massanreng 
Pulu 
963  865  
89.82  
 
3. Desa Tunreng 
Tellue 
1.218  1.121  92.04  
4. Desa Tadang Palie 1.061  902  85.01  
5. Desa Mallusetasi 1.560  1.290  82.69  
6. Desa Ajangpulu 667  506  75.86  
 
7. Desa Manajeng 1.242  1.111  89.45  
8. Desa Bulie 610  562  92.13  
9. Desa Balieng Toa 818  757  92.54  
10. Desa Kalibong 953  803  84.26  
11. Kecamatan 
Cina 
1. Desa Arasoe 2.213  1.730  78.17  
2. Desa Tanete 
Harapan 
1.230  1.097  89.19  
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3. Desa Lompu 1.741  1.510  86.73  
4. Desa Padang 
Loang 
977 891  91.20  
5. Desa 
Abbumpungeng 
2.272  1.955  86.05  
6. Desa Kawerang 1.296  1.155  89.12  
7. Desa Kanco 726  657  90.50  
8. Desa Cinennung 1.721  1.453  84.43  
12. Kecamatan 
Barebbo 
1. Desa Lampoko 1.098  1022  93.08  
2. Desa Wollangi 549  502  91.44  
3. Desa Talungeng 913  796  87.19  
4. Desa Cingkang 436  367  84.17  
5. Desa Cempaniga 303  245  80.86  
6. Desa Sugiale 911  835  91.66  
13. Kecamatan 
Mare 
1. Desa Mattiro Walie 643 566 88.02 
2. Desa Mario 1.286 1.060 82.43 
3. Desa Tellu Boccoe 1.057 912 86.28 
4. Desa Mattapa 
Walie 
791 685 86.60 
5. Desa Sumaling 854 717 83.96 
6. Desa Data 594 518 87.21 
7. Desa Batu Gading 1.421 1.242 87.40 
8. Desa Cege 910 777 85.38 
9. Desa Kadai 1.017 854 83.97 
10. Desa Lakukang 894 768 85.91 
11. Desa Pattiro 958 853 89.04 
12. Desa Lappa 
Upang 
866 733 84.64 
13. Desa Karella 700 633 90.43 
14. Kecamatan 1. Desa Libureng 720 617 85.69 
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Tonra 2. Desa Bacu 673 561 83.36 
3. Desa Bone Pute 481 432 89.81 
4. Desa Pada Tuo 1.068 933 85.75 
15. Kecamatan 
Salomekko 
1. Desa Malimongeng 1.840 1.435 77.99 
2. Desa Manera 967 756 78.1 
3. Desa Ulu Balang 1.890 1.626 86.03 
4. Desa Gttareng 2.143 1.572 73.35 
5. Desa Bellu 1.071 745 69.56 
 6. Desa Tebba 710 566 79.72 
16. Kecamatan 
Kajuara 
1. Desa Raja 1.517 1.209 79.70 
2. Desa 
Abbumpungeng 
1.153 928 80.49 
3. Desa Bulu Tanah 1.508 1.294 85.81 
4. Desa Gona 2.491 2.001 80.33 
5. Desa Polewali 854 720 84.31 
6. Desa Padaelo 801 646 80.65 
7. Desa Tarasu 2.402 1.290 53.71 
8. Desa Lemo 1.470 1.255 85.37 
9. Desa Kalero 2.104 1.541 73.24 
10. Desa Lappa 
Bosse 
1.751 1.422 81.21 
11. Desa Angkue 900 768 85.33 
12. Desa Mallahe 858 670 78.09 
17. Kecamatan 
Ponre 
1. Desa Turu Ade 1.187 959 80.79 
18. Kecamatan 
Kahu 
1. Desa Nusa 1.223 972 79.48 
2. Desa Pasaka 1.729 1.406 81.32 
3. Desa Labuaja 1.261 1.050 83.27 
4. Desa Cakkela 934 806 86.30 
5. Desa Balle 1.034 716 69.25 
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6. Desa Matajang 965 659 68.29 
7. Desa Sanrego 2.967 2.283 76.95 
8. Desa Palakka 2.198 1.685 76.66 
9. Desa Tompong 
Patu 
2.329 1.847 79.30 
10. Desa Hulo 1.657 1.416 85.46 
11. Desa Bonto 
Padang 
1.008 855 84.82 
12. Desa 
Maggenrang 
947 768 81.10 
19. Kecamatan 
Libureng 
1. Desa Tompo Bulu 772 628 81.35 
2. Desa 
Pitumpidange 
1.434 1.219 85.01 
3. Desa Swadaya 660 574 86.97 
4. Desa Baringeng 862 675 78.31 
5. Desa Mattiro Bulu 807 700 86.74 
6. Desa Suwa 618 534 86.41 
7. Desa Laburasseng 880 749 85.11 
8. Desa Ponre-Ponre 1.237 1.000 80.84 
20. Kecamatan 
Patimpeng 
1. Desa Patimpeng 1.199 1.027 85.65 
2. Desa Latellang 1.048 841 80.25 
3. Desa Maddanreng 
Pulu 
800 700 87.50 
 
4. Desa Masago 1.382 1.185 85.75 
5. Desa Batulappa 1.443 1.124 77.89 
6. Desa Massila 1.414 1.216 86.00 
7. Desa Bulu 
Ulaweng 
460 427 92.83 
8. Desa Paccing 1.506 1.302 86.45 
21. Kecamatan 1. Desa Watang Cani 1.390 1.190 85.61 
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Bontocani 2. Desa Pattuku 773 649 83.96 
3. Desa Bontojai 1.359 1.158 85.21 
4. Desa Bana 1.786 1.261 70.60 
5. Desa 
Pammusereng 
920 762 82.82 
6. Desa Langi 1.601 1.168 72.95 
7. Desa Lamoncong 295 216 73.22 
8. Desa Mattiro Walie 636 439 69.03 
22. Kecamatan 
Lappa Riaja 
1. Desa Mattapa 
Walie 
2.394 1.751 73.14 
 
2. Desa Lili Riattang 3.116 1.577 50.61 
3. Desa Sengeng 
Palie 
2.365 1.614 68.25 
4. Desa Patangkai 3.143 1.726 54.92 
5. Desa Tonrongeng 1.772 1.257 70.94 
6. Desa Pattuku 
Limpoe 
2.651 1.550 58.47 
23. Kecamatan 
Bengo 
1. Desa Samaenre 2.417 1.848 76.46 
2. Desa Tungke 2.410 1.965 81..54 
3. Desa Bengo 1.596 1.235 77.38 
4. Desa Liliriawang 3.369 2.027 60.17 
5. Desa Bulu 
Allaporenge 
1.388 1.085 78.17 
24. Kecamatan 
Lamuru 
1. Desa Mattampa 
Walie 
1.535 1.218 79.35 
2. Desa Poleonro 1.355 1.023 75.50 
3. Desa Sengeng 
Palie 
1.659 1.262 76.07 
4. Desa Mattampa 
Bulu 
2.619 1.715 65.48 
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5. Desa Tunru Cinnae 2.314 1.336 57.74 
6. Desa Seberang 1.217 893 73.38 
7. Desa Massenreng 
Pulu 
2.101 1.379 65.64 
8. Desa Mamminasae 1.331 1.123 84.37 
9. Desa Padaelo 1.294 842 65.07 
10. Desa Barugae 1.241 1.003 80.82 
11. Desa Barakkae 1.622 1.055 65.04 
Jumlah 223.729 180.739 80.78 % 
 
1BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN  2015
TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun
22014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5715;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor
11);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah  adalah  Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
3berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang  melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD
untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilihan Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan
calon adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh
Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, pelaksanaan pemungutan dan
perhitungan suara sampai dengan penetapan calon terpilih yang
sekaligus sebagai penutupan.
17. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah  serangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk
memilih Kepala Desa dalam Musyawarah Desa sebagai pengganti
Kepala Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dengan masa
jabatan yang tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
18. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah
penduduk setempat yang telah mendaftar pada Panitia Pemilihan
Tingkat Desa untuk mengikuti proses penjaringan dan penyaringan
dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang
berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.
21. Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk
mendapatkan bakal calon  dari penduduk Desa setempat.
22. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan melakukan
penelitian terhadap berkas administrasi syarat calon.
423. Ujian Bakal Calon adalah ujian pada tahap penyaringan bakal calon
yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten secara lisan dan
tertulis untuk mendapatkan calon Kepala Desa yang memiliki,
mengetahui wawasan, visi, misi dan pengetahuan kepemimpinan yang
memadai untuk memimpin masyarakat dan Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala
Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan
dukungan.
25. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara pemilih
kepada calon yang dikehendaki dalam pemilihan calon Kepala Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. TPS gabungan Dusun adalah tempat pemungutan suara bagi pemilih
yang berasal dari beberapa penduduk Dusun yang bergabung dalam 1
(satu) TPS.
28. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam DPT.
29. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah
daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar
pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam
pemilihan Kepala Desa.
32. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
33. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai
negeri sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
34. Hari adalah hari kerja.
BAB II
TAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
Pasal 2
(1) Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan calon.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa;
b. pembentukan Panitia Pemilihan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
d. penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan;
e. penyusunan tata tertib pemilihan; dan
f. penyusunan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan.
5(3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri atas kegiatan:
a. penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi
pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
b. penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian,
verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
c. penetapan dan pengumuman calon;
d. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
e. pelaksanaan kampanye calon; dan
f. masa tenang.
(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas kegiatan:
a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara;
dan
b. pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan.
(5) Tahapan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d terdiri atas kegiatan:
a. laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD;
b. laporan BPD kepada Bupati;
c. pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
d. pelantikan Kepala Desa terpilih.
Pasal 3
(1) Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
kabupaten.
(2) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2
(dua) tahun.
(3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
c. ketersediaan personil pengawasan dan pengamanan pemilihan,
serta  PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala
Desa.
(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB III
PERSIAPAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 4
(1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6
(enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
(2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
6(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang
akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.
Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 5
Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari:
a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 6
(1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a, ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan, paling lama
30 hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
Daerah.
(3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab kepada Bupati.
Pasal 7
(1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap
Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
c. melaksanakan ujian bakal calon;
d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara
serta perlengkapan pemilihan lainnya;
f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada tingkat
Kabupaten;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas dan
kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dalam Peraturan
Bupati.
7Paragraf 3
Panitia Pemilihan Tingkat Desa
Pasal 8
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b, ditetapkan oleh BPD dalam bentuk keputusan, paling lama
10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Masyarakat
Desa dan tokoh masyarakat Desa.
(3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang
Sekretaris merangkap anggota, seorang Bendahara merangkap
anggota dan beberapa orang anggota.
(4) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(5) Dalam hal pemilihan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka
Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat mengangkat Ketua dan petugas TPS dalam bentuk surat
keputusan.
(6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Ketua dan Petugas TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh
BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak
penetapannya.
Pasal 9
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya
terlebih dahulu menandatangani fakta integritas.
(2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah
dengan calon maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan
mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Pasal 10
(1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:
a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;
c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati
melalui Camat;
d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
h. menetapkan Nomor Urut Calon;
i. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
k. melaksanakan pemungutan suara;
l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;
n. menetapkan bakal calon dan calon terpilih;
8o. mengangkat dan menetapkan Ketua dan petugas TPS;
p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
q. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan
pelaksanaan pemilihan.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan
Tingkat Desa wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh
tanggungjawab.
(3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab kepada BPD.
BAB IV
SYARAT CALON
Pasal 11
Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau
sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan  pernah  dipidana
serta  bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat dan bebas narkoba;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa;
dan
n. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
Kepala Desa bagi Kepala Desa aktif.
Pasal 12
(1) PNS yang   mencalonkan   diri dalam pemilihan Kepala  Desa selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
harus pula mendapatkan izin  tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan
diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa
kehilangan hak sebagai PNS.
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(1) Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa yang   mencalonkan
diri dalam pemilihan, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus pula mendapatkan izin
cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan
calon terpilih.
(2) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(3) Dalam hal sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi calon dalam pemilihan, maka Bupati menunjuk Penjabat
Kepala Desa dari PNS.
(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal
calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan
calon terpilih.
(5) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirangkap
oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan
Kepala Desa.
(6) Dalam hal anggota BPD dan Perangkat Desa mencalonkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyatakan
kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai anggota BPD atau
Perangkat Desa jika terpilih dalam pemilihan.
BAB V
PROSES PENCALONAN
Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon
Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon
Pasal 14
(1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 3
(tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan
berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk tertulis maupun lisan.
(3) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang
ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
(4) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan menjelaskan batas
waktu pendaftaran dan syarat calon.
Pasal 15
(1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
(2) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu)
orang, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
(3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lama 7 (tujuh) hari.
(4) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap 1 (satu)
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orang, maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada
gelombang berikutnya.
(5) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat
dalam berita acara penundaan pemilihan.
(6) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala Desa
dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari PNS.
Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon
Pasal 16
(1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada
Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada waktu dan tempat
yang telah ditentukan.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan
dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
(4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum
lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon
pendaftaran bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari
untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.
Pasal 17
(1) Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan
dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau
bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
(2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau
penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.
Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon
Paragraf 1
Penelitian Syarat Calon
Pasal 18
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap
persyaratan calon meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan
keabsahan administrasi pencalonan dalam waktu paling lama 20 (dua
puluh) hari.
(2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan klarifikasi pada
instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan dari
instansi bersangkutan.
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Pasal 19
(1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang dari 2
(dua) orang, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan dan
memperpanjang waktu pendaftaran dalam penjaringan ulang paling
lama 20 (dua puluh) hari.
(2) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
(3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari
2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai
pada gelombang berikutnya.
Paragraf 2
Ujian Bakal Calon
Pasal 20
(1) Ujian bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten
paling lama 3 (tiga) hari.
(2) Ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam bentuk:
a. ujian tertulis; dan
b. ujian lisan.
(3) Hasil dari ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai
kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dengan ditanda
tangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
(4) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan
tersegel paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian bakal calon
dilaksanakan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian bakal calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Penetapan dan Nomor Urut Calon
Paragraf 1
Penetapan Calon
Pasal 21
(1) Bakal calon ditetapkan menjadi calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa dalam bentuk keputusan.
(2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
mengundurkan diri sebagai calon.
(4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis
pada ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.
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Pasal 22
(1) Dalam hal 2 (dua) calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) salah satunya meninggal dunia sebelum
pencoblosan maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menunda
pelaksanaan proses pemilihan dengan membuat berita acara dan
melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati.
(2) Dalam hal penundaan pelaksanaan proses pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan dan
dimasukkan pada gelombang berikutnya.
Paragraf 2
Nomor Urut Calon
Pasal 23
(1) Nomor urut calon ditentukan paling lama 2 (dua) hari sebelum
kampanye dilaksanakan.
(2) Penentuan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara pencabutan nomor (sistem undi) yang telah
disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(3) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa secara terbuka dan tidak memihak.
Pasal 24
(1) Pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan hasilnya
ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dan masing-masing calon.
BAB VI
HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH
Pasal 25
(1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
a. warga Negara Republik Indonesia;
b. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan
penduduk dan Kartu Keluarga;
c. pada  hari  pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah menikah;
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
e. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya.
(2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan
usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu
dan diterbitkan oleh instansi resmi.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
menggunakan hak memilih.
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Pasal 26
(1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk
mendaftarkan pemilih.
(2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Dusun
tempat tinggal pemilih.
(3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa
sesuai data penduduk di Desa.
(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
berdasarkan pada:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu
pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah
menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke Desa lain;
e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan;
dan
f. Dusun tempat tinggal pemilih.
(5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun nama pemilih secara
alfabetis pada masing-masing Dusun dan menetapkannya sebagai
DPS.
(6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lama 3
(tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar
dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat disetiap Dusun
yang bersangkutan.
(7) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau
menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar
dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal:
a. kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya;
b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
d. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat
sebagai pemilih; dan
f. pemilih yang terdaftar pada suatu Dusun bukan penduduk dusun
yang bersangkutan.
(8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan
perbaikan DPS sebagaimana mestinya.
Pasal 27
(1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (5), secara aktif melaporkan kepada Panitia
Pemilihan Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala
Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih
tambahan.
(3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS
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berakhir.
(4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(5) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat
Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat
yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
(6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.
Pasal 28
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS
yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8)
dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (4) sebagai DPT.
(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan
menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang strategis
pada setiap Dusun untuk diketahui oleh masyarakat pada Dusun
yang bersangkutan.
(3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya DPT.
(4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali
terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan
Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam
DPT dengan tulisan "meninggal dunia”.
Pasal 29
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat panggilan kepada
Pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan tanda terima paling lama 1
(satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menerima
surat panggilan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Tingkat
Desa paling lama 2 (dua) jam sebelum pemilihan calon dilaksanakan.
(3) Apabila surat panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta
penggantian dengan mengisi blanko yang disediakan Panitia Pemilihan
Tingkat Desa.
(4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara pada hari
pemungutan suara yang telah ditentukan.
(5) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan
surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih yang
bersangkutan dapat mempergunakan hak pilihnya dengan
memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga
yang masih berlaku.
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BAB VII
KAMPANYE
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 30
(1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan
bertanggungjawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Desa.
(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia
Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye
dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada
hari pertama diselenggarakan secara terpadu oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing
calon.
(5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang
ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
(6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program  yang akan
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon.
(7) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam tata tertib
kampanye.
Pasal 31
(1) Setiap calon dapat melakukan kampanye dalam waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan cara:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain
yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap calon wajib memperhatikan dan menjaga etika dan estetika
dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksanaan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur secara adil dan merata oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dengan mempertimbangkan usul dan saran para calon.
Bagian Kedua
Larangan Kampanye
Pasal 32
(1) Setiap calon dan pelaksana kampanye, dilarang melakukan sikap,
tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
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c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau
calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota
masyarakat dan/atau calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat
pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain
selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
peserta kampanye.
(2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dan
pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan
c. anggota Badan Permusyaratan Desa.
BAB VIII
MASA TENANG
Pasal 33
(1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah
berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan
suara.
(2) Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas
kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud
mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Pemungutan Suara
Paragraf 1
Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara
Pasal 34
(1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah
ditentukan oleh Bupati.
(2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00
sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
(3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa.
(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibuat pada setiap
Dusun untuk penduduk Dusun yang bersangkutan atau 1 (satu) TPS
gabungan Dusun atau lebih dari 1 (satu) TPS gabungan Dusun bagi
pemilih dari beberapa Dusun dengan menempatkannya pada lokasi
yang mudah dijangkau oleh pemilih dari Dusun yang bersangkutan.
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Pasal 35
(1) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan
Kabupaten.
(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat
pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 36
(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon berhak
berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan, digantikan dengan
menempelkan foto dan nomor urut calon pada kursi yang
dipersiapkan untuk calon.
Pasal 37
(1) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk
menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan
penghitungan surat suara.
(2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1
(satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
(3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan
pertanyaan, keberatan dan penolakan dalam memberikan
persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
(4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada
tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan
penghitungan surat suara.
Pasal 38
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat
Desa melakukan kegiatan:
a. mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat
yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
b. membuka dan pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen
dan peralatan;
d. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara; dan
e. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan hasil
coblosan.
(2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, kembali ditutup, dikunci dan disegel
dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada
calon/saksi, pemilih, BPD, dan pengawas.
(3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh
Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang
mewakili bersama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia
Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari
calon.
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(4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci
kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau
Ketua TPS atau yang mewakili.
Pasal 39
(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia
Pemilihan Tingkat Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan
daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih.
(2) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat
atau rusak, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengganti dengan surat
suara yang baru.
(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suara
melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang
disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan cara mencoblos nama, foto atau ruang dalam kotak calon
yang terdapat dalam surat suara.
(5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dapat meminta pergantian surat suara setelah
menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.
(6) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 1
(satu) kali.
(7) Surat suara yang telah tercoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
atau ayat (5) Pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang
disediakan dalam keadaan terlipat.
Pasal 40
(1) Setiap Pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos
surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas
permintaannya sendiri.
(2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang
membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pemilih sakit atau sedang menjalani hukuman penjara yang
membuatnya tidak dapat mendatangi TPS dapat memberikan suara
pada TPS khusus berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat
Desa dan seluruh saksi atau calon.
Paragraf 3
Quorum Pemungutan Suara
Pasal 41
(1) Pemungutan suara dinyatakan quorum apabila dihadiri Pemilih yang
menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya ½ (seperdua)
ditambah 1 (satu) dari jumlah DPT yang telah ditetapkan Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai,
maka waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 1 (satu)
jam.
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(3) Apabila perpanjangan waktu telah dilakukan dan quorum belum
tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan
Tingkat Desa tetap melanjutkan penghitungan suara dan hasilnya
dinyatakan sah serta dimuat dalam berita acara pelaksanaan
pemilihan.
Bagian Kedua
Penghitungan Surat Suara dan
Pengumuman Calon Terpilih
Pasal 42
(1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) atau Pasal 41 ayat (2).
(2) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan TPS gabungan Dusun,
penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan tersendiri dan terpisah dengan masing-masing Dusun.
(3) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan  kotak suara
serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat
suara;
b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan
kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi
surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan
mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa,
sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir;
dan
d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
(4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak
atau keliru dicoblos.
(5) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan
suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga
masyarakat.
Pasal 43
(1) Surat suara dianggap sah, apabila:
a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat
Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili masing-masing;
c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang
telah ditetapkan;
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d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang
memuat satu calon;
e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat
yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
g. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan
h.menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan
Tingkat Desa;
(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya
coblosan dalam surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa
berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah
mufakat dengan saksi-saksi calon.
(3) Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan calon.
Pasal 44
(1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa
membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh
ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia
Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi atau
calon.
(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam
sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa
untuk:
a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi
atau calon yang hadir;
b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama
dengan surat suara, dokumen administrasi dan peralatan
pemungutan suara lainnya; dan
c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum.
(3) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan
suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan
dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai
penghitungan suara.
(4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS,
disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin
keamanannya.
BAB X
PENETAPAN, PELAPORAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH
Bagian Kesatu
Penetapan Calon Terpilih
Pasal 45
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih
dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak
yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1
(satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal
dengan jumlah pemilih terbesar.
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(4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak
yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada dusun yang sama dengan 1
(satu) TPS atau lebih dari 1 (satu) TPS maka calon terpilih adalah
calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
(5) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sama maka calon terpilih adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi
berdasarkan hasil ujian bakal calon.
Bagian Kedua
Pelaporan dan Pengesahan
Pasal 46
(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih kepada BPD
dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah
pemungutan suara.
(2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah
menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai
permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi
Kepala Desa, kepada Bupati.
Pasal 47
(1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk
keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
BAB XI
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN,
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA
BagianKesatu
Pelantikan dan SerahTerima Jabatan
Pasal 48
(1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dengan keputusan
Bupati.
(2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan  dan  mempertahankan
Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang
berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.
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(4) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima
jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau
Pejabat lain yang ditunjuk.
(5) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dimuat dalam berita acara yang ditandatangani yang bersangkutan
dan Ketua BPD serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
(6) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang
bersangkutan.
Pasal 49
(1) Apabila pelaksanaan pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan
dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
(2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat
atau dapat dilaksanakan dihadapan masyarakat pada Desa yang
bersangkutan.
Bagian Kedua
Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 50
(1) Masa jabatan kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan.
(2) Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1) dapat menjabat
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara  berturut-turut  atau
tidak secara berturut-turut.
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk masa jabatan Kepala Desa pergantian antarwaktu yang
dipilih melalui musyawarah Desa.
(4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat
1 (satu) periode masa jabatan.
(5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Pasal 51
(1) Apabila seorang Kepala Desa bermaksud mencalonkan diri pada
pemilihan Kepala Desa pada periode berikutnya pada Desa yang
bersangkutan, maka Kepala Desa yang bersangkutan diberi cuti sejak
ditetapkannya sebagai calon  sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan calon terpilih.
(2) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan melepaskan seluruh
tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
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BAB XII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 52
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan
Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a atas laporan atau pemberitahuan BPD kepada Bupati
melalui Camat.
(4)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dilakukan
berdasarkan atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat.
(5)Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 53
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, maka
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai berakhir sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1
(satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai
terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
(3) Apabila terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan, Kepala
Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala
Desa yang baru melalui hasil pemilihan.
Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 54
(1) Pemberhentian sementara Kepala Desa dilakukan oleh Bupati dalam
bentuk keputusan.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
karena:
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a. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
b. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap
keamanan negara.
(3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris
Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 55
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata
terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak penetapan putusan pengadilan  diterima  oleh Kepala Desa,
Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang
bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa
jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir
masa jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati harus merehabilitasi nama baik
Kepala Desa yang bersangkutan.
(3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan
oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan
pengadilan.
BAB XIII
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 56
(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan
Bupati atas usul Camat.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dari PNS.
(3) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang
kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak
yang sama dengan Kepala Desa.
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BAB XIV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
Pasal 57
(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam
bentuk keputusan.
(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala
Desa diberhentikan.
(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari unsur anggota BPD, unsur Perangkat Desa
dan unsur tokoh masyarakat.
(4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri dari
seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap
Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota dan beberapa orang
anggota.
(5) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), kecuali yang tidak bersesuaian
dengan pelaksanaan musyawarah Desa.
(7) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bertanggungjawab
kepada BPD.
(8) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
berhalangan tetap atau menjadi calon maka kedudukan
kepanitiaannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan
keputusan BPD.
BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 58
(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses
pemilihan Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
(2) Dalam   melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati dapat membentuk Tim dan/atau mendelegasikannya kepada
pejabat yang ditunjuk.
(3) Tugas dan kewenangan Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi
penyelenggaraan pemilihan;
b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan
permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan;
c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam
menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan kepada
Bupati;
e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan
permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta tugas
dan kewenangan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
BAB XVI
PERSELISIHAN, PENGADUAN, PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Perselisihan, Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
Pasal 59
(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan
perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan
dari BPD.
(2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim khusus yang anggotanya dapat
berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak
ketiga.
(3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan
atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon
terpilih tetap dilaksanakan.
Pasal 60
(1) Pengaduan atas suatu keberatan hanya dapat dilakukan oleh:
a. calon dan/atau Tim kampanye dan/atau saksi calon; dan
b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
BPD atau Bupati.
(3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi
permasalahan yang menjadi alasan keberatan.
(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi rangkaian
pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya.
Pasal 61
(1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2), maka paling lama 2 (dua) hari BPD membahas
permasalahan dalam rapat BPD dengan menghadirkan Tim Pengawas
Pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan pengadu, serta pihak-
pihak yang dipandang perlu.
(2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pengambilan keputusan BPD dalam menyelesaikan permasalahan
dalam pengaduan.
(3) Hasil keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa:
a. menolak pengaduan dengan alasan pengaduan tidak jelas, tidak
terbukti, tidak relevan atau telah lewat waktu (daluarsa);
b. menerima pengaduan seluruhnya; dan/atau
c. menerima sebagian dan menolak sebagian maksud pengaduan.
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(4) Pihak pengadu dapat mengajukan keberatan terhadap keputusan
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengambilan keputusan BPD.
(5) Dalam hal keberatan ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) maka Bupati wajib menyelesaikan permasalahan dalam
waktu paling lama 30 hari.
(6) Penanganan masalah terhadap suatu pengaduan, sejauh mungkin
diselesaikan secara musyawarah mufakat.
(7) Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat.
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 62
(1) Sanksi dalam pelaksanaan pemilihan dapat berupa:
a. teguran;
b. peringatan;
c. pemberhentian/pemecatan;
d. penundaan; dan
e. pembatalan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada:
a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu ;
b. bakal calon;
c. calon; dan
d. calon terpilih.
(3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Bupati.
Pasal 63
(1) Setiap Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa
dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat dikenakan
sanksi teguran apabila melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat
(2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 57 ayat (6).
(2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diindahkan maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
diberikan peringatan tertulis.
(3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
diindahkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai Panitia Pemilihan
Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
(4) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa
dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberhentikan
dengan hormat sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia
Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu apabila keberadaannya bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat
(1), Pasal 11 dan Pasal 57 ayat (6).
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Pasal 64
(1) Setiap calon dapat dikenakan sanksi teguran atau langsung
peringatan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31.
(2) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak diindahkan maka calon yang bersangkutan dapat dibatalkan
pencalonannya.
(3) Setiap calon dapat langsung dibatalkan pencalonannya apabila akibat
dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terbukti merugikan masyarakat, Desa atau Daerah, bangsa dan
Negara.
(4) Apabila akibat perbuatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berindikasi pidana maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah berkoordinasi dengan BPD
melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
Pasal 65
(1) Pemungutan suara yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan apabila
Panitia Pemilihan Tingkat Desa sengaja tidak menerapkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40
dan Pasal 41 sebagaimana mestinya dengan maksud terbukti
berkehendak untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
(2) Hasil perhitungan suara dapat dibatalkan apabila terbukti sengaja
menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan
Pasal 43 tidak sebagaimana mestinya dengan maksud
menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
(3) Apabila akibat perbuatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana pada ayat (1) dan
ayat (2) berindikasi pidana maka permasalahannya diserahkan kepada
yang berwenang.
(4) Suatu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
ditunda pelaksanaannya apabila terdapat kegiatan yang belum
terselesaikan masalahnya dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
pada tahap berikutnya.
BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 66
(1) Biaya  pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
a. APBD; dan
b. APBDesa.
(2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 67
(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a
dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Tingkat
Desa terbentuk untuk membiayai pelaksanaan pemilihan.
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(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh
Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya kegiatan pelaksanaan
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam
Peraturan Bupati.
Pasal 68
(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b dalam
hal pemilihan kepala Desa antarwaktu dimohonkan oleh Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa
dalam waktu paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terbentuk.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk
membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
Pasal 69
(1) Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan
pemilihan/pemilihan antarwaktu, maka Panitia Pemilihan Tingkat
Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat menerima
bantuan pihak lain secara tidak mengikat.
(2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu tidak diperkenankan meminta sumbangan dari calon,
kecuali atas kesepakatan para calon untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan pemilihan.
BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70
(1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir
masa jabatannya.
(2) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai
dilantiknya Kepala Desa yang baru.
(3) Pelaksanaan pemilihan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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Diundangkan di Watampone 
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Pasal 71 
BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 
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1PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 1 TAHUN  2015
TENTANG
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
I. Umum
Pengaturan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa merupakan pedoman bagi Desa dalam memilih seorang
pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing dan
pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan
aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa, mempunyai peranan yang
sangat strategis  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa.
Bersama BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa, merupakan salah
satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa yang pada
akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan
keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Bone.
Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu
pengaturan mengenai Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih
seorang pimpinan Desa sehingga nantinya akan diangkat seorang
Kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Atas dasar pertimbangan dimaksud maka Peraturan daerah
Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, junto Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005 tentang Desa yang selama ini menjadi pedoman dalam
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone menjadi
tidak relevan lagi untuk diberlakukan, karena telah dicabut
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone yang baru untuk mengatur Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan dinamika
perkembangan pemerintahan Desa berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan serentak adalah pemilihan yang
dapat dilaksanakan pada hari yang bersamaan pada
2seluruh Desa dalam wilayah Kabupaten Bone dengan
memperhatikan sarana dan prasarana, ketersediaan
personil pengamanan, pengawasan, kemampuan
keuangan Daerah dan penanganan permasalahan
pemilihan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bergelombang adalah
pelaksanaan pemilihan yang tidak sekaligus seluruh
Desa dalam kabupaten, melainkan dilaksanakan 2 (dua)
atau 3 (tiga) kali  secara bersamaan berdasarkan
pengelompokan bagi Desa yang akan berakhir masa
jabatannya.
Yang dimaksud dengan interval waktu adalah jarak
waktu antara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa  pada
gelombang pertama dengan gelombang lainnya.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mempertimbangkan adalah
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan
dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat
menunjang suksesnya pelaksanaan pemilihan. Dalam
hal ini, apabila faktor-faktor tersebut tidak  terpenuhi,
maka pemilihan dapat dilaksanakan dengan selisih
waktu yang tidak terlalu lama.
Huruf a
Yang dimaksud dengan pengelompokan waktu
adalah mengelompokkan Desa yang masa jabatan
Kepala Desanya berakhir pada waktu yang
bersamaan atau hampir bersamaan untuk
disatukan waktunya dalam pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa yang
berakhir masa jabatannya 1 (satu) tahun dari
waktu yang ditentukan maka diangkat Penjabat
Kepala Desa untuk menunggu pelaksanaan
pemilihan. Sebaliknya, bagi Kepala Desa yang
akhir masa jabatannya melewati 6 (enam) bulan
dari waktu pemilihan yang ditentukan, maka
waktu pemilihannya dimajukan lebih cepat 1 (satu)
tahun dari yang seharusnya.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan asas langsung adalah pemilih
mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya
menurut hati nuraninya tanpa perantar ada tanpa
tingkatan.
3Yang dimaksud dengan asas umum adalah pada
dasarnya semua penduduk Desa WNI yang memenuhi
persyaratan sekurang-kurangnya telah  berusia  17
tahun ataupun telah/pernah  kawin  berhak memilih
dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat
umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi
semua penduduk Desa warga Negara Indonesia menurut
persyaratan tertentu tersebut.
Yang dimaksud dengan asas bebas adalah pemilih dalam
menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk
menetapkan  pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh
tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
Yang dimaksud dengan asas rahasia adalah pemilih
dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa
suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan
diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.
Yang dimaksud dengan jujur adalah jujur atau tidak
menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dalam
melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya.
Yang dimaksud dengan adil adalah tidak memihak dan
memperlakukan sama pada semua calon atau pihak-
pihak lain dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “syarat administrasi” adalah
syarat administrasi yang harus dipersiapkan oleh
Kepala Desa aktif untuk mencalonkan diri pada periode
selanjutnya. Syarat ini tidak berlaku bagi Kepala Desa
yang tidak lagi menjadi Kepala Desa aktif atau yang
sudah diberhentikan.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
4Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Lembaga Masyarakat Desa”,
antara  lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan
terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat Desa adalah
tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh
perempuan dan usahawan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Ketua yang dimaksud adalah Ketua TPS yang dapat
dipilih dari anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa jika
jumlah anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa cukup
untuk itu. Akan tetapi dalam hal anggota Panitia
Pemilihan Tingkat Desa tidak mencukupi jumlah TPS,
maka Ketua TPS dapat dapat diambil dari luar anggota
Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang memiliki
pengalaman atau pengetahuan yang cukup untuk
melaksanakan tugas seabagai Ketua TPS.
Yang dimaksud dengan Petugas TPS adalah petugas TPS
yang diangkat untuk membantu Panitia Pemilihan
Tingkat Desa dan merupakan bahagian dari Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan fakta integritas adalah
pernyataan komitmen secara tertulis untuk
melaksanakan tugas kepanitiaan sebagaimana mestinya
sehingga pemilihan terlaksana sebagaimana diharapkan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan hubungan darah dekat adalah
hubungan darah langsung/garis keturunan anak/orang
tua, suami atau istri dan saudara kandung dengan bakal
calon.
Pasal 10
Cukup jelas
5Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan surat izin tertulus adalah:
- surat izin  tertulis dari Bupati selaku pejabat
pembina kepegawaian, bagi PNS.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan surat izin cuti adalah:
- surat izin cuti dari Bupati, bagi Kepala Desa dan
BPD; dan
- surat izin cuti dari Kepala Desa, bagi Perangkat Desa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
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Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tim kampanye adalah tim
pendukung calon yang ditetapkan dengan tanda tangan
calon.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
7Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tempat kampanye adalah tempat
kampanye yang pelaksanaannya dapat dilakukan
dirumah, dipekarangan atau tempat-tempat lain yang
bukan tempat ibadah, pendidikan dan yang telah
ditetapkan atau dipergunakan sebagai fasilitas umum
Desa.
Yang dimaksud dengan diatur secara adil dan merata
adalah semua calon diberi kesempatan yang sama dan
diatur agar tidak bersamaan pada tempat berdekatan
yang berpotensi melahirkan gesekan antar pendukung.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang
dipercaya oleh calon baik penduduk Desa ataupun
yang berasal dari luar Desa yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
8Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan cacat fisik adalah ketidak
sempurnaan organ tubuh sehingga tidak dapat
mencoblos, diantaranya buta dan puntun tangan
dan cacat lain yang tidak memungkinkan
mencoblos.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan jumlah DPT adalah
keseluhan DPT dalam 1 (satu) Desa tanpa
memperhitungkan DPT pada setiap Dusun.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud menghitung secara umum adalah
menghitung secara keseluruhan tanpa
mempertimbangkan Dusun.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
9Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan melaporkan adalah
melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara
dengan melampirkan seluruh dokumen dan peralatan
yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan pemilih
Kepala Desa.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan BPD melaporkan adalah
menyampaikan berkas laporan dari Panitia Pemilihan
Tingkat Desa kepada Bupati melalui camat sebagai
lampiran surat permohonan BPD kepada Bupati untuk
pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi
Kepala Desa.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
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Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah instansi
atau lembaga dan/atau orang yang memiliki
spesialisasi keilmuan atau pengetahuan khusus untuk
menangani permasalahan pemilihan Kepala Desa.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengaduan ditujukan kepada
Bupati adalah pengaduan kepada pemerintah daerah
yang penanganannya dapat ditangani langsung oleh
Bupati melalui Tim Pengawas pemilihan, atau melalui
rapat kerja DPRD yang hasilnya menjadi dasar bagi
Bupati untuk mengambil keputusan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ditujukan kepada Bupati
adalah pengaduan yang dibuat dalam bentuk tertulis
dengan menjelaskan materi sebagai alasan keberatan.
Keberatan tersebut harus diajukan dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari setiap akhir tahapan kegiatan dan
setelahnya dinyatakan daluarsa.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Yang dimaksud pihak-pihak yang dipandang perlu
adalah dapat berasal dari unsur pemerintah
kecamatan, ahli hukum/pemerintahan Desa, tokoh
masyarakat, dan lain-lain yang memiliki kompetensi
menyelesaikan masalah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
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Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Bupati wajib menyelesaikan
masalah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari adalah
permasalahan ditangani oleh Bupati atas nama
Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina dan
Pengawas Pemilihan, atau melalui rapat kerja DPRD
yang hasilnya menjadi dasar untuk menyelesaikan
masalah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
oleh Bupati.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan keputusan bersifat final
adalah keputusan terakhir yang sekaligus mengakhiri
seluruh upaya untuk mempersoalkan pada persoalan
yang sama.
Yang dimaksud dengan keputusan bersifat mengikat
adalah keputusan tersebut berlaku dan harus ditaati
terhadap dan oleh siapa saja.
Pasal 62
Cukup jelas
` Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan biaya yang dimohonkan oleh
Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati adalah
biaya pelaksanaan pemilihan yang telah dianggarkan
dalam APBD berupa belanja Barang.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
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Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
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